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ABSTRAK

Nama . SuryaAji
Program Studi  : Ilmu Hukum
Judul . Perbandingan Bentuk Pengusahaan Pertambangan

Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
Skripsi  ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa
Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode
analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar
pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi
ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang
telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun.
Kata kunci:
Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, [zin Usaha Pertambangan
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ABSTRACT
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Study Program : Law
Title : Comparison of Forms of Coal Mining Based on Law

Number 11 Year 1967 About Main Terms of the Mining
And Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining and
Mineral
This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal
Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used
is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the
method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that
the government immediately set a Government Regulation which set out more for
this Law Number 4 Y ear 2009 About Coa Mining Mineral, in order not to cause
confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the
policies that this government has taken, exception with the good criticism.
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Coa mining, Mining Power, the Coal Contract of Works, Mining Business
License
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tujuan dan cita-cita bangsa dan negara yang tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan aam yang
terkandung di dalamnya ini merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam

terbagi menjadi duajenis, yaitu :

1. SDA hayati adalah SDA yang berasal dari makhluk hidup. Seperti: hasil
pertanian, perkebunan, pertambakan dan perikanan.

2. SDA non-hayati adalah SDA yang berasal dari makhluk tak hidup
(abiotik). Seperti: air, tanah, barang-barang tambang.

Disebutkan diatas barang-barang tambang juga merupakan sumber daya
alam. Barang-barang tambang ini diperoleh dari kegiatan pertambangan®. Barang
—barang tambang yang ada di Indonesia ini memiliki keberagaman jenis seperti
minyak, gas alam, aspal, batubara, emas, nikel, bermacam-macam minera
lainnya, dan barang tambang lainnya. Mengingat potensi Indonesia dari segi
kekayaan barang-barang tambangnya yang |ebih daripada beberapa negara lainnya
maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas
pemanfaaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia ini. Pengaturan atau

regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber

! sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (“Sumber daya aam,”
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya alam, diakses tanggal 22 Januari 2009)

2 Yang dimaksud dengan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya
pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian
(mineral, batubara, panas bumi, migas). ( “Pertambangan,”
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan, diakses tanggal 22 Januari 2009 )
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daya aam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang tambang adalah sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui itu maksudnya adalah sumber daya alam yang apabila digunakan
secara terus-menerus akan habis. Biasanya sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui berasal dari barang tambang (minyak bumi dan batu bara) dan bahan
galian (emas, perak, timah, besi, nikel dan lain-lain)®. Pengaturan atau regulasi
tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan.
Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur
kewenangan negara dalam pengelolaan bahan gailan ( tambang ) dan mengatur
hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam

pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian®.

Awal mula hukum pertambangan di Indonesia adalah dengan adanya
peraturan tentang pertambangan selama masa penjgahan Belanda yaitu
Indonesische Mijn Wet ( IMW ) yang diundangkan pada tahun 1899 dengan
Staatblaad 1899, Nomor 214. Peraturan ini hanya mengatur menenai
penggolongan bahan galian dan pengusahaan pertambangan saja. Peraturan
pelaksanaan dari Indonesische Mijn Wet (. IMW ) ini adalah berupa
Mijnordonantie, yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Me 1907.
Mijnordonantie mengatur mengena pengawasan keselamatan kerja. Lalu pada
tahun 1930, Mijnordonantie 1907 dicabut dan diperbaharui dengan
Mijnordonantie 1930 yang mulai berlaku sgjak 1 Juli 1930. Setelah Indonesia
merdeka peraturan produk penjgahan tersebut dirasa tidak selaras lagi dengan
cita-cita dasar Negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional secara
umum pada saat itu. Maka pada tangga 2 Agustus 1951 dibentuk Panitia Negara
untuk Urusan Pertambangan untuk merencanakan suatu Undang-undang tentang
pertambangan pengganti Indonesische Mijnwet. Hingga pada tanggal 14 Oktober
1960, Indonesische Mijn Wet serta peraturan pelaksanaannya tersebut digantikan
oleh Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Undang-undang Nomor 37 Prp

3 “ Sumber daya alam,” http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya alam, diakses tanggal
22 Januari 2009.

4 H.Salim HS., Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006) him. 8.
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Tahun 1960 pada saat itu sudah dirasa cukup untuk memenuhi tuntutan dan
kepentingan nasional dunia pertambangan. Akan tetapi dalam perkembangan
selanjutnya, dirasakan bahwa Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 ini tidak
lagi dapat memenunhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha di bidang tambang
tersebut. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta Iebih diberikan
kesempatan untuk melakukan pertambangan, sedangkan tugas pemerintah

ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan adanya peraturan tentang
Pokok Pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang inilah yang
sangat mempengaruhi dunia pertambangan di Indonesia selama kurang lebih 40
tahun. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi
muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situas
sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan
pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis,
baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh
pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong
demokratisasi, otonomi daerah, hak asas manusia, lingkungan hidup,
perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta

tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sgjumlah
permasal ahan tersebut, maka pemerintah mengusulkan untuk membentuk undang-
undang yang baru tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral
dan batubara. Berdasarkan kewenangannya dalam pengajuan pembentukkan
undang-undang, maka pada tahun 2005, Pemerintah mengajukan Rancangan
Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR dan
pemerintah akhirnya pada tanggal 16 Desember 2008 menyepakati Rancangan
Undang-Undang tentang Pertambangan Minera dan Batubara ini  yang sudah
dibahas selama 3,5 tahun sgjak 4 Juli 2005, dan sebulan setelahnya Rancangan
Undang-Undang ini sah berlaku dengan nomor yaitu Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Minera dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai
oleh negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat
setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan
izin, yang segjalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-
masing.

3. Daam rangka penyelenggaraan desentralisas dan otonomi daerah,
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan
prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiens yang melibatkan
Pemerintah dan pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang
sebesar-besar bagi kesegjahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah
dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan
menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha
pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
lingkungan hidup, transparansi, dan partisipas masyarakat.”

Lahirnya Undang-Unadng Nomor 4 Tahun 2009 ini dengan sistem
pertambangan yang baru di dalamnya, dengan sendirinya menghapus beberapa
sistem di daam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan seperti Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) yang terdapat
di dalam substans undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.
Sehingga munculnya peraturan baru ini dengan beberapa sistem pertambangannya
yang baru ini memaksa para pengusaha tambang di Indonesia ini menyesuaikan

diri terhadap peraturan yang baru ini. Beberapa dari pengusaha pertambangan ini

® Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( | ),
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4, Penjelasan Umum.
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merasa peraturan yang baru ini mempersulit bagi mereka yang akan dan/atau telah
menjaankan usaha pertambangannya di Indonesia, tak terkecuali para pengusaha
pertambangan batubara.

Perjanjian Karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam
pertambangan khususnya untuk pertambangan batubara. Menurut Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu
daam Pasa 10, disebutkan adanya perjanjian karya antara Pemerintah/Negara
dengan kontraktor swasta, dalam hal pekerjaan yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara, sgjalan
dengan ketentuan tersebut Presiden Republik Indonesia dengan pertimbangan
untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara dan semakin
berkurangnya peranan pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara,
dipandang perlu meningkatkan peran serta pihak swasta sebagal kontaktor
pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara, maka pada tanggal 25
September 1996 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden ( Keppres ) Nomor
75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan
Batubara. Keppres ini mengatur mengenai perjanjian karya untuk mengusahakan
pertambangan batubara, dengan nama Perjanian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara ( PKP2B ). PKP2B ini didasari oleh konsep perjanjian.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut ketentuan peralihan dalam undang-
undang tersebut PKP2B harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di dalam
undang-umdang baru ini. Dengan kata lain PKP2B ini secara perlahan-lahan
dihapuskan dan digantikan dengan konsep yang baru di dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minera dan Batubara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya batubara.
Batubara adalah suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di dam
dalam tingkat yang berbeda dari lignit, subbitumine, antarasit.® Berdasarkan hasil
kajian pada tahun 2002 ternyata cadangan batubara Indonesia dan terindikasi
sekitar 52 miliar ton. Namun, berdasarkan data tahun 2003 produks batubara
telah mencapai 112 juta ton. Diproyeksikan pada tahun 2004 produksi batubara

® Sukandarrumidi, Batubara Dan Pemanfaatannya: Pengantar Teknologi Batubara
Menuju Lingkungan Bersih,( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal 26.
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akan meningkat menjadi sebesar 135 juta ton. Penggunaan batubara adalah
diperuntukkan untuk bahan bakar industri, contohnya untuk pembangkit listrik,
pabrik semen, industri pulp, dan lainnya. Penggunaan batubara ini memiliki
jumlah yang sangat tinggi. Tingginya penggunaan batubara ini didasari karena
penggunaan batubara memiliki kelebihan, yaitu :
1. Penekanan biaya operasi yang disebabkan oleh harga batubara ( persatuan
energi ) yang lebih murah daripadajenis energi yang lain, dan
2. Peranan batubara dibandingkan dengan peranan sumber energi yang lain

sampai pada akhir tahun 1984 masih sangat rendah, ialah hanya 0,51%

dari total konsumsi energi, sedangkan pada tahun 1994 telah meningkat

menjadi sekitar 8,8%."
Pertumbuhan konsumsi batubara Indonesia rata-rata meningkat 9% per tahun, dan
diharapkan akan semakin meningkat dengan naiknya kontribusi batubara di dalam
energy mix untuk mengurangi ketergantungan BBM yang saat ini cadangannya
semakin menipis.’®

Dari penjabaran di atas, jelas menunjukkan bahwa dari tahun ke-tahun
industri  pertambangan terutama batubara mengalami peningkatan baik
peningkatan jumlah, yang tentu sgja diimbangi dengan peningkatan investasi, dan
peningkatan permintaan untuk konsumsi, sehinga menuntut adanya peningkatan
pengaturan atau regulasi untuk mengatur kegiatan industri pertambangan batubara
itu sendiri ( yaitu perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Pokok-Pokok Pertambangan manjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ). Lahirnya undang-undang
baru ini tentu sgja menimbulkan banyak sekali perdebatan, antara pro dan kontra.
Para pengusaha pertambangan batubara baik lokal maupun mancanegara yang
melakukan ussha pertambangan di Indonesia sudah terbiasa dengan konsep
pertambangan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-
pokok Pertambangan yaitu dengan prinsip perjanjian, hadirnya Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minera dan Batubara ini tentu

membutuhkan adaptasi khusus untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di

" Ibid, hal 1-2.

8 H.Salim HS., opcit, him. 195
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dalamnya, yaitu peralihan dari sistem berdasarkan prinsip perjanjian ( PKP2B )
menjadi sistem yang baru di dalm undang-undang ini. Beberapa media massa
menyebutkan bahwa lahirnya undang-undang baru ini akan menghapuskan era
sistem kontrak karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
( PKP2B ) menjadi sebuah sistem baru yang menggunakan “izin”. Untuk
menghadapi perubahan ini maka dibutuhkan perbandingan antara regulas yang
lama dan regulasi yang baru ini untuk mengetahui perbedaan diantara keduanya
sehingga di dapat pemahaman atas regulasi yang baru yaitu Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan
latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan atas
perubahan regulasi yang ada di daam dunia pertambangan batubara, dengan
menyertakan teori-teori perjanjian yang digunakan untuk mempertgjam analisa
dalam membandingkan sistem yang lama, yaitu dengan perjanjian tersebut,
dengan sebuah sistem yang baru, yang akan diteliti dalam penulisan ini.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Untuk mencapal hasil yang diharapkan serta lebih terarahnya penulisan
skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan
dibahas dan difokuskan pada bagaimanakah perbandingan regulasi pertambangan
batubara yang lama dan yang baru. Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan
sebagal berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip perjanjian daam sebuah kegiatan
pengusahaan pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 Tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan?

2. Bagamanakah pengaturan pengusahaan pertambangan batubara
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-
pokok Pertambangan Undang-undang dengan Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambagan Mineral dan Batubara?

3. Bagaimanakah perbandingan antara kedua undang-undang tersebut dari
sudut pandang bentuk pengusahaan, prosedur dan persyaratan, dan hak
dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan ini?
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1.3. TUJUAN PENULISAN
1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui
serta  membandingkan pengaturan mengenai sistem bentuk pengusahaan
pertambangan khususnya batubara menurut peraturan yang lama yaitu Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan dengan
peraturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai
beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang isl peraturan pertambangan mineral dan
batubara yang baru

2. Untuk mengetahui prosedur pertambangan batubara yang baru;

3. Untuk bisa menjadikan karya tulis penelitian ini menjadi acuan bagi
stakeholder dalam dunia pertambangan untuk menghadapi perubahan
menuju era pertambangan mineral dan batubara yang baru sesuai dengan
RUU Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu,
Definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam karya tulisini (Soerjono
Soekanto, 1986, hal.132). Bagian ini merupakan inti dari karyatulisilmiah karena
di dalamnyaterdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan
galian (mineral, batubara, panas bumi, migas)®.

2. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur

kewenangan negara dalam pengelolaan bahan gailan ( tambang ) dan

® “Pertambangan,” http://id.wikipedia.org/wiki/Pertambangan, diakses tanggal 2 Februari

2009.
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mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum

dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian™®.

Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-

endapan aam™.

Minera adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki
sifat fisikk dan kimiatertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya
yang membentuk batuan, baik dalam bentuk |epas atau padu™.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara

alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan®>.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada
badan/perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan™.

Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara
pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan
perusahaan asing dengan indonesia dan perusahaan swasta nasiona untuk
mel aksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi™*>.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) adalah
perjanjian karya antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta

untuk mel aksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara™®.

194 salim HS., opcit, him. 8.

" Indonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pertambangan( Il ), Undang-

Undang No. 11 Tahun 1967 LN. th. 1967 No. 22, Pasal 2 huruf a.

2 Indonesial, opcit, Pasal 1 angka 2.
2 bid., ps. 1 angka 3.
¥ H.saim HS,, op cit, him. 63.

15 «K ontrak Karya Pertambangan”,

http://hukumpedia.com/index. php?title=Pembicaraan:Halaman_Utama, diakses tanggal 22 Januari

2009.

% |ndonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pokok

Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara , Keputusan Presiden No. 75 Tahun
1996LN. th. 2009 No. 4, Pasal 1.
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9. lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut 1UP, adalah izin untuk

melakukan usaha pertambangan®”.

10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informas secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk,
dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta

informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup®.

11. Eksploitas adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya™®.

12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk
pengangkutan dan penjuaan, serta sarana pengendalian dampak
lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan®.

1.5. METODOLOGI PENULISAN
1. Jenis Pendlitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metodologi untuk mengarahkan
penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan
tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian
hukum normatif, karena yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder,
yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Ditinjau dari sifatnya,
penelitian pada karyatulisilmiah ini bersifat komparatif-analitis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua
macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari

Y Indonesial, opcit, Pasal 1 angka 7.
8 hid., ps. 1 angka 15.

¥ Indonesiall, opcit, Pasal 2 huruf e.
® Indonesial, opcit,, Pasal 1 angka 14.
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kepustakaan.?! Data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer,
sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Ada pula teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi
ini. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendukung perolehan
data tersebut, adalah:

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji
bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya melipuiti
bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan subyek
penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Minera dan Batubara dan beberapa Peraturan Pemerintah
sebagal peraturan pelaksana dari Undang-Undang di atas yang berkaitan dengan
pertambangan batubara .

b. Wawancara (interview)

Disamping penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data penulis juga
melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti serta menguasai dunia
pertambangan batubara terutama para stakeholder dari dunia pertambangan ini
yaitu dari pihak pengusaha pertambangan dan pihak Pemerintah dari Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun
dengan cara membagi dalam lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub
bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut
akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun

susunannya adalah sebagai berikut:

Z Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1986) him. 51.
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BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan, pokok permasalahan,
tujuan penulisan, definis operasional, metode yang digunakan dalam rangka
pencarian data untuk penulisan skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PRINSIP PERJANJAN PADA UMUMNYA DALAM
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pada sub bab yang pertama, penulis akan menguraikan teori perjanian
pada umumnya. Pada sub bab kedua penulis akan menjabarkan tentang prinsip
perjanjian yang ada di dalam kegiatan pengusahaan pertambangan berdasarkan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan, yaitu di dalam beberapa konsep yang ada di dalamnya seperti
Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara.

BAB Il IMPLEMENTAS PENGUSAHAAN ~ PERTAMBANGAN
BATUBARA

Pada sub bab yang pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana
implementasi  pengusahaan pertambangan batubara menurut Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pada
sub bab kedua penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi pengusahaan
pertambangan batubara menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambagan Minera dan Batubara.

BAB 1V: ANALISA PERUBAHAN REGULASI TENTANG
PERTAMBANGAN BATUBARA

Pada bab ini, penulis akan memberikan analisanya atas perubahan regulas
tentang pengusahaan pertambangan batubara ini dari sudut pandang beberapa
obyek yang diatur oleh masing-masing undang-undang, yaitu dari sudut pandang
bentuk pengusahaan, prosedur dan persyaratan, dan hak dan kewajiban pihak-
pihak yang terkait dalam kegiatan pertambangan ini.
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BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, akan diuraikan simpulan atas pembahasan dan analisa yang
telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada simpulan ini, akan diuraikan secara
lebih singkat hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan
penulis. Selain itu, akan diberikan beberapa saran agar dapat memberikan
masukan atas permasal ahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.
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BAB 2
PRINSIP PERJANJIAN PADA UMUMYA DALAM PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA

2.1 PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Perjanjian merupakan salah satu substansi yang terdapat di dalam hukum
pertambangan. Perjanjian ini dipakai dalam beberapa sistem yang terdapat di
dalam hukum pertambangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan dalam Pasal 10 disebutkan adanya istiah
“Perjanjian Karya’. Perjanjian itu sendiri tentulah sangat erat hubungannya
dengan hukum perdata pada umumnya. Karena yang menjadi objek penulisan
dalam tulisan ini adalah pengusahaan pertambangan batubara, dan menurut
regulasi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan untuk mengusahakan batubara
menggunakan sistem “perjanian karya® yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden ( Keppres) Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian
Karya Pengusahaan Batubara. Meskipun penulisan ilmiah ini dikhususkan kepada
pertambangan batubara, namun apabila kita ingin membicarakan mengenai
PKP2B, maka kita juga harus mengetahui tentang sistem perjanjian yang ada di
dalam kontrak karya. Berdasarkan ha tersebut maka penulis sebelum
menjabarkan metode perjanjian yang terdapat dalam kontrak karya dan PKP2B
tersebut penulis mencoba menjabarkan hal-hal umum yang berkaitan dengan
perjanjian karya ini, mula dari hukum perdata hingga teori-teori hukum
perjanjian di Indonesia.
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2.1.1 Pengertian Perjanjian, Kontrak dan Perikatan

Kata “Perjanjian” berasa dari kata Janji. Menurut kamus
Poerwadarminta®®, “janji” diartikan sebagai “ perkataan yang menyatakan
kesudian hendak berbuat sesuatu”; sedangkan arti perjanjian adalah “ persetujuan
(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-
masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu” Jadi,
perjanjian juga suatu persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan
sesuatu. Setuju berarti sepakat, mufakat atau akur.

Selanjutnya perjanjian juga mempunyai pengertian yaitu suatu perbuatan
yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain
atau lebih (Pasal 1313 K UHPerdata)®.

Pengertian “perjanjian” menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.** Sedangkan menurut R. Wiryono Pradjadikoro,
perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana mengena harta benda kekayaan
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk
melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji
tersebut™.

Berdasarkan KUHPer, terminologi kontrak sendiri tidak dapat ditemukan.
Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian itu sendiri akan tetapi lebih bersifat
sempit karena pengertian kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan
yang tertulis. Black’s Law Dictionary, memberi pengertian tentang kontrak, yakni:

"contract is an agreement between two or more person which creates an

oblligation to do or not to do particular thing”

Bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia maka menurut Black’s Law Dictionary,
pengertian kontrak adalah :

2 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 6 (Jakarta: Balai
Pustaka, 1983), hal. 402.

% Hukum Online,”Konsultasi Hukum Online,” http//www.K onsultasiHukumOnline.com.
diakses 27 Maret 20009.

2 Subekti (1), Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), Hal.144.

% R.Wiryono P, “Asas Hukum Perjanjian”, (Bandung: Sumur Bandung 1960 ), hal 10.
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“kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih orang yang menciptakan

sebuah oblligation untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu”

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian dari para sarjana yang telah
penulis paparkan di atas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan tentang
apa yang dimaksud dengan perjanjian. Perjanjian, menurut hemat penulis, adalah
hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan diri
dimana antara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewsgjiban yang saling
berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan dapat dituangkan dalam
bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perkataan kontrak, lebih sempit karena
ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Dari perjanjian ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara
dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
rangkailan perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis.

Didaam Buku Il KUHPerdata pasal  berjudul “Perihal Perikatan”.
Adapun yang dimaksudkan dengan “perikatan” oleh Buku Il KUHPerdata itu
iaah :

Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua
orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu
dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk
memenuhi tuntutan itu.®

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau s berpiutang,

sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau
S berutang. hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu
perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak s berpiutang itu dijamin oleh
hukum atau undang-undang®’. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela,
S berpiutang dapat menuntutnya didepan hakim.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan,

% Subekti (1), op.cit., hal. 122.

" Subekti (1), op.cit., hal.1.
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disampingnya sumber-sumber lain®®,

Suatu perjanjian juga dinamakan
persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat
dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama

artinya.

2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian
Dari pengertian atau definis yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik
adanya beberapa unsur perjanjian, yaitu® :

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak
yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa
badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum
menurut undang-undang.

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang
dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat
dan obyek yang diperjanjikan.

3. Adanyatujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan
di sini sebaga kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui
perjanjian.

4. Adanya prestas atas kewajiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang
dimaksud adalah sebaga kewajiban bagi pihak-pihak  untuk
mel aksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah
perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat
menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.

6. Adanyasyarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah
substans perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak
dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut

pemenuhannya.

% Subekti (2 ), Hukum Perjanjian (jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.1

| pid.
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2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Didalam sebuah kaedah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian
terdapat latar belakang yang mendasari dibuatnya hukum perjanjian, latar
belakang atau dasar tersebut sering kita kenal dengan istilah asas. Asas hukum
bukanlah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan
yang konkrit dan bersifat umum atau abstark.*

Pada hukum perjanjian berlaku beberapa ketentuan mengena asas-asas
yang merupakan dasar keberlakuan hukum perjanjian. Asas-asas tersebut antara
lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal

membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan
dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebhagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan
bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasa ini
kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat
perjanjian apa sgja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang
tidak sgja leluasa untuk mebuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga
diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH
Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system).
Hal tersebut juga dipertegas dalam rumusan angka 4 Pasal 1320 KUHPerdata.
Dengan asas ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian
diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang
melahirkan kewagjiban apa sga, selama dan sepanjang prestasi yang wajib
dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.®* Ha yang dilarang tadi
diatur pada Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Suatu sebab adal ah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”

% sudikno Mertokusumo.,” Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)” (Y ogyakarta: Liberty
Y ogyakarta 2003) hal.33.

3 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjgja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,
(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2003) hal 46.
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Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat ditarik kessimpulan bahwasannya
pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap
orang dan hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewgjiban pada salah
satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sgja
yang dilarang.*

2.Asas Itiked Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa

setigp orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad
baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan
sebagal kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu
apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan
hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah
pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau
apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.
3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sun Servada adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang
berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara
sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan
mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah
oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian
maka pihak ke tiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga
pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali
kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam
suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian
hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Jadi dalam hal salah
satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam
perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan

jalur hukum yang berlaku.®

% 1bid. Hal. 46

3 1bid. Hal. 59.
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4. Asas Konsensuil

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata
sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum
lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang
membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam
arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sgjak tercapainya kata
sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu
formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapa itu, maka
dissimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila
sudah tercapa kata sepakat mengena hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.
Kata sepakat di sini jugatidak boleh terlepas dengan adanya pakasaan, khilaf, dan
penipuan terhadap perjanjian ini.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para
pihak yang membuatnya. Pada asasnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi
para pihak, pihak ke tiga pun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya
suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang.

Asas berlakunya  suatu perjanjian ini diatur dalam:
Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi “Umumnya tidak seorangpun dapat
mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji
daripada untuk dirinya sendiri”. Kemudian diatur juga dalam Pasal 1340 KUH
Perdata berbunyi “ Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak dapat membawa rugi kepada
pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak Ketiga mendapat manfaat karenanya; selain
dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.

6. Asas Keseimbangan

Pada asas ini dijelaskan para pihak dalam perjanjian harus memenuhi dan

mel aksanakan perjanjian secara seimbang dan tidak ada unsur paksaan
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7. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa
keadilan dalam masyarakat.

8. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

9. Asas Obligator

Maksudnya perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas

menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hak milik belum
berpindah ke pihak lain. Diperlukan perjanjian kebendaan untuk memindahkan
hak milik yang sering disebut penyerahan.

10. Asas Moral

Asasini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

Asas-asas tersebut diatas merupakan asas-asas yang menjadi dasar dari

keberlakuan hukum perjanjian . Jadi setiap perjanjian harus memenuhi asas
tersebut agar sah dan dapat dipertahankan secara hukum.

2.1.4 Syarat Sah Perjanjian

Suatu Kontrak atau perjanjian untuk dapat dikatakan mengikat dan berlaku
harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh hukum,
yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang haal,
sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata®

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat yang terdapat
pada setiap perjanjian, dengan dipenuhinya syarat-Syarat tersebut maka suatu
perjanjian dapat berlaku sah. Adapun keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengadakan perjanjian

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

¥ Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus,(Jakarta: Prenada Media
2004) hal.1
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Keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Syarat subyektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek
perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam ha ini meliputi
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang
membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif
dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan
pembatalan oleh salah satu pihak.

2. Syarat obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini
meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat
obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum
dengan kata lain batal sgak semula dan dianggap tidak pernah ada
perjanjian.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa
kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau selya-
sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.®® Kata
“sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang
yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenal diri pihak lawannya
dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya
paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal
1324 KUHPerdata);adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan
tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdata)*. Terhadap perjanjian
yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan aasan-alasan tersebut, dapat
digukan pembatal an.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap
menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata memberikan ukuran orang-orang
yang tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian®” :

% Subekti (2), opcit, hal .17

% Sieonkum Ditama, http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf, hal 3.
diakses 15 september 2008.
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1. Orang-orang yang belum dewasa;

2. Merekayang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari sudut keadilan perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian
dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan
untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan
perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seseorang yang
membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang
tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan
harta kekayaannya.*

Sebagal syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai

suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban oleh
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Perjanjian harus menentukan
jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.
Pasal 1332 KUHPerdata menentukan hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334
KUHPerdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi
obyek perjanjian kecuali jikadilarang oleh undang-undang secara tegas.

Syarat yang terakhir yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum
Perdata adalah sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari

suatu perjanjian disini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Sahnya causa dari

suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa
yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Syarat-syarat diatas mutlak harus dipenuhi oleh para pihak yang akan
mengadakan perjanjian karena apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat maka
akan terdapat dua opsi atas perjanjian tersebut yaitu pembatalan oleh salah satu
pihak atau dapat batal demi hukum.

3" Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta:Citra Aditya 2007) Hal
123.
% Subekti (1), op cit. hal 18

Universitas Indonesia
Perbandingan bentuk..., Surya Aji, FHUI, 2009



2.2 PRINSIP PERJANJIAN DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
PERTAMBANGAN

Melihat penjelasan mengenai perjanjian pada umumnya di atas, perjanjian
dalam pengusahaan pertambangan seperti kontrak karya, dan PKP2B merupakan
perjanjian innominaat. Mariam Darus Badrulzaman mengartikan perjanjian
innominaat (perjanjian tidak bernama), yaitu:

“Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat
di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian
atau partij autonomi yang berlaku dalam perjanjian”.

Jadi perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam

KUHPer. Perjanjian innominaat ini ketentuaanya merujuk pada pasal 1338

KUHPer, yang terkenal dengan asas kebebasan berkontrak. Timbulnya perjanjian

jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam asas-asas perjanjian pada subbab sebelumnya. Dari uraian
tersebut dapat dikemukakan unsur kontrak innominaat, yaitu :

a. kontrak yang tidak diatur dalam KUH Perdata
b. tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
C. didasarkan pada asas kebebasan berkontrak

Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku 111 KUHPerdata, dimana
hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat, yaitu pasal 1319
KUHPerdata, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, bak yang
mempunya nama dalam KUHPerdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu
nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku Il KUHPerdata. Dengan
demikian, para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk
pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata.

Jadi karena baik kontrak karya maupun PKP2B, termasuk perjanjian
innominaat, maka kedua jenis perjanjian karya tersebut memiliki bentuknya
sendiri atau tidak diatur di dalam KUHPerdata

Universitas Indonesia
Perbandingan bentuk..., Surya Aji, FHUI, 2009



2.2.1 Kontrak Karya

Definis kontrak karya dijelaskan di daam Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara
Pengagjuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, lzin Prinsip, Kontrak
Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara, dalam Pasal 1 disebutkan
yaitu :

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (
dalam rangka PMA ) untuk perngusahaan mineral dan berpedoman kepada
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan”

Pengertian dari kontrak karya juga dijelaskan oleh beberapa sarjana. Ismail Suny

mengartikan Kontrak Karya tersebut, sebagai berikut :

"kerjasama modal asng dalam bentuk kontrak karya (contract of work )
terjadi apabila penanaman moda asing membentuk suatu badan hukum
Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasam dengan suatu badan
hukum yang mempergunakan modal nasional”*

Selanjutnya pengertian kontrak karya yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz

adalah :
“suatu kerjasama dimana pihak asing membentuk badan hukum Indonesia
dan badan hukum Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum
Indonesia yang menggunakan modal nasional”
H. Salim HS. juga menjelaskan pengertian kontrak karya di dalam bukunya.
Pengertian ini baginya adalah untuk melengkapi pengertian yang telah
dikemukakan oleh Ismail Suny dan Sri Woelan Aziz, yaitu :

“suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/pemerintah
daerah ( provinsi/kabupaten/kota ) dengan kontraktor asing semata-mata
dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan
hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksploras maupun eksploitas
dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang
disepakati oleh kedua belah pihak”**

Dari pengertian pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari

sebuah kontrak karya, yaitu :

¥ Erman Rajagukguk, dkk., 1995, hal.186
0 5rj Woelan Aziz, 1996, hal .62

' H.Salim HS., op cit, him. 129
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a. adanyakontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak

b. adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (
provinsi/kabupaten/kota ) dengan kontraktor asing semata-mata
dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia

c. adanyaobjek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi

d. dalam bidang pertambangan umum

e. adanyajangkawaktu dalam kontrak

Dari pengertian Kontrak Karya ( terutama pengertian yang disebutkan
H.Salim HS. ) yang telah ditarik unsurnya, menunjukkan bahwa di dalam kontrak
karya bersifat perdata, dan merupakan kesepakatan bersama antara para pihak (
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor ) dalam kerja sama tersebut.
Azas “penghormatan” terhadap kontrak meliputi keseluruhan terms and
conditions yang tercantum di dalam kontrak termasuk para pihak yang terkait di
dalam kontrak. Perubahan terhadap terms and conditions kontrak karya hanya
dimungkinkan apabila didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang
kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk amandemen kontrak.*
Perjanjian di dalam kontrak karya ini memenuhi unsur-unsur, syarat, dan asas-
asas perjanjian pada umumnya.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Republik Indonesia
dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan
asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak
disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen ESDM (
Energi Sumber Daya Mineral ) dengan calon penanam moda.*® Hal ini
memperjelas bahwa kontrak karya ini berbentuk perjanjian dimana perjanjiannya
tidak diatur di dalam KUHPerdata sehingga kontrak karya merupakan perjanjian

yang bersifat perjanjian innominaat.

“2 “Menjebatani pemahaman praktek pertambangan : KP dan PKP2B”, http://www.apbi-
icma.com/newa.php?pid=5563& act=detail, diakses tanggal 1 Maret 20009.

3 “K ontrak Karya Pertambangan”,
http://www.hukumpedia.com/index.php2title=Pembicaraan:Halaman Utama, diakses tanggal 1
Maret 2009.
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2.2.2 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B )
Konsep Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubaraini diawali
dengan adanya konsep Perjgjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Perjanjian Kerjasama ini diatur didalam Keputusan Pressden Nomor 49 Tahun
1981 Tentang Perjgian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara
Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan
Kontraktor Swasta. Dimana di dalam Pasal 1 Keppres tersebut menyebutkan
pengertian Perjanjian Kerjasama tersebut adalah :
“perjanjian antara perusahaan negara tambang batubara sebagai pemegang
kuasa pertambangan dan pihak swasta sebaga kontraktor untuk
pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu tiga puluh tahun
berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam keputusan presiden ini”
Sedangkan istilah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (
PKP2B ) ini pertama kali dijelaskan di dalam Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1996. Dimana PKP2B ini diartikan sebagai, “perjanjian karya antara
pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan
pertambangan bahan galian batubara”.
Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ini disebutkan
juga di dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi  Nomor
1409.K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa
Pertambangan Batubara, Yaitu

“suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasiona (
dalam rangka PMA ) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal
Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
K etentuan Pokok Pertambangan”

Dari pengertian-pengertian mengenal PKP2B tersebut dapat diambil unsur-unsur

dari PKP2B tersebut, yaitu:
1. Adanya perjanjian
2. Subyek hukum atau para pihak dalam perjanjian ini adaah
Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing
atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA )

3. Obyeknya adalah untuk pengusahaan pertambangan batubara
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4. Pedoman yang digunakan untuk perjanjian karya ini adalah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan.
PKP2B merupakan perjanjian pola campuran. Disebut demikian karena untuk
ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil
produksinya menggunakan kontrak production sharing™. Sehingga apabila ingin
mengetahui konsep yang ada di dalam PKP2B, kita harus mengetahui bentuk
konsep kontrak karya itu sendiri, karena secara keperdataan atau perjanjian
PKP2B dan kontrak karya adalah sama, yaitu berdasarkan kontrak yang bersifat
perjanjian innominaat, dan yang membedakan adalah dari segi production
sharing-nya tersebut.

Semua penjelasan di atas menjelaskan bahwa pengusahaan pertambangan
batubara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan adalah memakai aspek hukum keperdataan yaitu
erjanjian tertulis atau kontrak yang berbentuk perjanjian karya yang tidak diatur di
dalan KUHPerdata sehingga perjanjian karya tersebut bersifat perjanjian
innominaat.

““PENGUSAHAAN PENAMBANGAN BATUBARA”,
http://www.jdih.go.id/artikel/PengusahaanT ambangBaba.pdf, diakses tanggal 1Maret 20009.
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BAB 3
IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

31IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG
KETENTUAN-KETANTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dalam kegiatan
pertambangan dibagi menjadi enam tahapan®, yaitu :

1. penyelidikan umum, merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi
umum atau geofisika, didaratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu
dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk
menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya; *°

2. eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;*’

3. eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya:®

4. pengolahan dan pemurnian, adalah pengerjaan untuk mempertinggi
mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-

unsur yang erdapat pada bahan galian itu;*

“*® |ndonesiall, op. cit., ps. 14.

“® Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (c).
" Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (d).
“8 Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (e).

“* Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (f).
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5. pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil
pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau
tempat pengolahan/pemurnian;>

6. penjualan, adalah segada usaha penjualan bahan gdlian dan hasil
pengol ahan/pemurnian bahan galian.>

311 MEKANISME  ATAU ISNTRUMEN HUKUM UNTUK
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

3.1.1.1 KUASA PERTAMBANGAN

Menurut Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian kuasa pertambangan
adalah :

“wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan

usaha pertambangan” >

Kuasa pertambangan adalah salah satu intrumen hukum yang dapat

digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan oleh
pihak yang sudah dinyatakan berhak sebagai pemegang kuasa pertambangan.
Tanpa adanya kuasa pertambangan, pihak tersebut belum dapat melakukan
kegiatannyadi bidang pertambangan.

Jenis-jenis kuasa pertambangan dapat dilihat dalam pasal 2 dan pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan.

Jenis Kuasa Pertambangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari
segi aspek bentuknya dan dari segi aspek usahanya, yaitu :

* Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (g).
* Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (h).

*2 Indonesiall, op. cit., ps. 1 huruf (i).
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A. Dari segi aspek bentuknya

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan

yang dilihat dari aspek surat keputusan yang yang dilakukan oleh pejabat yang

berwenang. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya dibagi menjadi tiga

seperti yang tertulis dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang

K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan yaitu:>®

1.

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah Kuasa Pertambangan
yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya kepada Instansi Pemerintah yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;

- eksplorasi.

Surat Keputusan |zin Pertambangan Rakyat

Surat Keputusan |zin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan
yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk
melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas
wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;

- eksplorasi;

- eksploitasi;

- pengol ahan;

- pemurnian;

- pengangkutan;

- penjualan.

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan adalah Kuasa
Pertambangan yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota

* |ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001, ps. 2.
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sesuai kewenangannya kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,
Badan Usaha Swasta atau Perorangan untuk melaksanakan usaha
pertambangan yang meliputi tahap kegiatan:

- penyelidikan umum;

- eksplorasi;

- eksploitas

- pengolahan dan pemurnian; serta

- pengangkutan dan penjualan.

B. Dari segi aspek usahanya

Lalu kuasa pertambangan dari aspek usahanya merupakan penggolongan
kuasa pertambangan dari segi usaha yang akan dilakukan oleh pemegang kuasa
pertambangan. Kuasa pertambangan dari aspek usahanya dibagi menjadi lima
seperti yang tertulis dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2001 tentang Perubahan K edua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang K etentuan-
K etentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut;>*

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah kuasa untuk melakukan

penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta

geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian
pada umumya.
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Kuasa pertambangan eksplorasi adalah wewenang (kuasa) yang diberikan

oleh pgabat berwenang untuk melakukan penyelidikan geologi

pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat
letakan bahan galian.
3. Kuasa Pertambangan Eksploitasi

Kuasa pertambangan eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan

maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian

* Indonesia, Ibid., ps. 7 ayat 2.

Universitas Indonesia
Perbandingan bentuk..., Surya Aji, FHUI, 2009



Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian adalah kuasa
pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk
memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan
Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan adalah kuasa
pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan
pemurnian bahan galian dari daerah eksploras atau tempat
pengol ahan/pemurnian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan bahan galian dibagi-bagi menjadi. Bahan-bahan galian
tersebut dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut:*

1. golongan bahan galian strategis;

2. golongan bahan galian vital;

3. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Bahan-bahan galian tersebut adalah™:
A. Golongan Bahan Galian Strategis :
1. Minyak bumi, bitumen cair. Lilin bumi, gas aam
2. Bitumen padat, aspal
3. Antrasit, batubara, batubara muda
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif
lainnya
5. Nikel, kobalt
6. Timah
B. Golongan Bahan Galian Vitd :
1. Besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan

*® Indonesiall, op. cit., ps. 3 ayat 1.

*® Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-
Bahan Galian
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Arsin, antimon, bismut
Y urium, rhutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya

Berilium, korndum, zirko, kristal kwarsa

N o g s

Kriolit, fluorspar, barit
8. Yodium, brom, khlor, belerang
C. Golongan Bahan Galian yang Tidak Termasuk A dan B :
1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu
Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
Y arosit, leusit, tawas ( alum ), oker
Batu permata, batu setengah permata
Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
Marmer, batu tulis
Batu kapur, dolomit, kalsit
Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir selama tidak
mengandung mineral golongan A maupun B

© ©®@ N o 0o & 0D

Penggolongan tersebut memberikan konsekuensi pada kewenangan penguasaan
dalam pengaturan usaha pertambangan masing-masing golongan, yaitu dimana
penguasaan dalam pengaturan usaha pertambangan pertambangan bahan galian
yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian
vital merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya. Sedangkan untuk usaha pertambangan atas bahan galian
non strategis non vital, kewenangan pemberian Surat |jin Pertambangan Daerah
(SIPD) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat | tempat terdapatnya bahan
gdianitu.

Dari daftar penggolongan bahan galan tersebut disebutkan bahwa batubara berada
pada golongan bahan galian strategis. Sehingga penguasaan dan pengaturannya

berada di tangan Menteri.

Pegjabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan dapat dilihat
pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

K etentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut:®’

1. Bupati/Walikota
Bupati/walikota berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan
apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah
Kabupaten/K ota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut.

2. Gubernur
Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan
apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah
Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota
maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut
yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

3. Menteri
Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan apabila
wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propins
dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang
terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.

Sedangkan badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan
dijabarkan dalam pasa 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagai berikut: *®

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
Perusahaan Negara;
Perusahaan Daerah;
Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;

Koperasi;

o g~ WD

Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan;

" Indonesia, Ibid., ps. 1 ayat 2.

* Indonesiall, op. cit., ps. 5.
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Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan
Koperas dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah memenuhi
persyaratan;

Pertambangan Rakyat;

Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha

pertambangan batubara adalah :

1.

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektare,

Kuasa Pertambangan Eksplorasi 10.000 (sepuluh ribu) hektare,

Kuasa Pertambangan Eksploitasi 5.000 (limaribu) hektare

Jangka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan
batubara adal ah:

1.

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu) tahun.
Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
lagi

Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu
ini dapat diperpanjang jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya
untuk jangka waktu 1 (satu). Apabila pemegang Kuasa Pertambangan
Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan
usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan lagi perpanjangan
jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun

lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan.

Kuasa Pertambangan Eksploitasi paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka
waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun .
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4. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian paling lama 30 (tiga
puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk
jangkawaktu 10 (sepuluh) tahun.

5. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan paing lama 10
(sepuluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk
jangkawaktu 5 (Ilima) tahun

3.1.1.2 PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

BATUBARA (PKP2B)

Pengertian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara telah
dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pada prinsipnya PKP2B ini adalah instrumen
hukum bagi pengusaha penanaman modal atau investor yang ingin melakukan
usaha pertambangan batubara. Investor tersebut tidak bisa menggunakan
instrumen Kuasa Pertambangan untuk membuka usaha penanaman modal
pertambangan batubara. PKP2B ini menggunakan sistem kontrak atau perjanjian.
Sistem perjanjian, perjanjian menurut hukum, dan prinsip-prinsip perjanjian juga
telah dijelaskan pada bab berikutnya

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dikatakan oleh
Abrar Saleng sebagai perjanjian pola campuran, dimana beliau berkata sebagai
berikut:

“pola perjanjian Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batubara (coal agreement) merupakan pola campuran (mixed)

antara pola kontrak karya dengan kontrak production sharing.” >
Abrar Saleng menyatakan pola campuran karena untuk ketentuan perpaakan
mengikuti pola dari kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksi
mengikuti pola kontrak production sharing.

Menurut Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, para pihak yang
terkait dalam Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah sebagai berikut:

% Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Y ogyakarta: Ull Press, 2004), hal.162-163.
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1. Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber
DayaMineral; dan
2. kontraktor.
Yang dimaksud dengan kontraktor adalah perusahaan swasta yang
melakukan pengusahaan pertambangan batu bara, baik dalam rangka Penanaman
Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jadi,
kontraktor dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebaga berikut:
1. kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Moda Asing (PMA);
2. kontraktor yang modalnya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN).
Setiap Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di
bidang pertambangan batu bara di Indonesia harus melakukan kontrak patungan
(joint venture) dengan orang atau badan hukum Indonesia sehingga penanam
modal asing tersebut dapat membentuk sebuah badan hukum Indonesia yang
tunduk pada hukum Indonesia.Peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilihat
sebagal berikut:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan, dimana penjabaran lebih lanjutnya dituangkan
dalam:
a Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara antara Perusahaan Negara Tambang dan Kontraktor Swasta;

b. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi Nomor: 680.K/29/M.Pe/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan
Presiden No. 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
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Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing.

Hak dan kewajiban para pihak menurut pasal 3 sampai dengan pasal 7 Keputusan
Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang K etentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan

Pertambangan Batubara.

Kewajiban :

1.

Menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada

Pemerintah.

Menyerahkan sebesar 13,50% (tiga belas dan lima puluh perseratus persen)

hasil produksi batubaranya kepada Pemerintah secara tunal atas harga pada

saat berada di atas kapa (Free on Board) atau pada harga setempat (at

salepoint) yang digunakan untuk:

a. pembiayaan pengembangan batubara;

b. inventarisasi sumber daya batubara;

Cc. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja
pertambangan;

d. pembayaran luran Eksplorasi dan luran Eksploitas (royalty) dan Pajak
Pertambahan Nilai.

Membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;

Membayar pungutan-pungutan daerah yang telah mendapatkan pengesahan

oleh Pemerintah Pusat;

Membayar luran Tetap (dead rent) kepadaPemerintah berdasarkan luas

wilayah kerja pengusahaan pertambangan batubara sesuaidengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia, berkedudukan di

Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang pengusahaan

pertambangan batubara.

Dalam hal perusahaan Kontraktor Swasta merupakan perusahaan penanaman

modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara dan/atau badan

hukum asing, perusahaan Kontraktor Swasta tersebut menjual sebagian

Universitas Indonesia
Perbandingan bentuk..., Surya Aji, FHUI, 2009



sahamnya kepada warga negara dan/atau badan hukum Indonesia, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja
Indonesia dan memperhatikan  kebijaksanaan  Pemerintah  dalam

pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan.

Hak:

1.

Melakukan kegiatan eksplorasi, dan eksploitas terhadap sumber daya
tambang batubara di wliayah hukum pertambangan Indonesia

Barang modal dan bahan yang diimpor perusahaan Kontraktor Swasta dalam
rangka Perjanjian dibebaskan dari Bea Masuk, pungutan impor, dan Bea Balik
Nama sehubungan dengan pemilikan barang-barang tersebut, sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak lagi mengenal penggolongan

bahan galian, namun terdapat penggolongan yaitu penggolongan usaha

pertambangan menjadi® :

1.
2. pertambangan mineral logam;
3.

4. pertambangan batuan.

pertambangan mineral radioaktif;

pertambangan minera bukan logam; dan

Di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengena adanya “Wilayah

Pertambangan”, yaitu wilayah yang diperuntukkan untuk usaha pertambangan.

Wilayah pertambangan ini ditetapkan oleh pemerintah. Wilayah Pertambangan

ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh kementrian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM ).

% Indonesial, opcit, Pasal 34 ayat (2)
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Bagan 3.1

v

Daerah / Menteri ESDM
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WP Perencanaan | egal
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Badan Ditjen Setjen
i Minerba c.q Biro
|

geO| 9 Pabum Hukum

Departemen ESDM

3.1 Bagan Proses Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Menteri ESDM *

Wilayah Pertambangan ini dibagi menjadi® :
1. Wilayah Usaha Pertambangan : Wilayah pertambangan yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geol ogi

2. Wliayah Pertambangan Rakyat : Wilayah pertambangan yang tempat
dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat

3. Wilayah Pencadangan Negara : Wilayah pertambangan yang yang dicadangkan
untuk kepentingan strategis nasional.dan sebagai daerah yang dicadangkan untuk
komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan

ekosistem dan lingkungan.

& Fadli Ibrahim, SH., Workshop Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Batubara, Shangri-La Hotel, Jakarta, 3 Februari 2009, hal 6.

%2 Indonesial, opcit, Pasal 13
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Wilayah Pencadangan Negara ini dapat diusahakan dengan Izin Usaha
Pertambangan Khusus yang selanjutnya WIliayah Pencadangan Negaraini berubah
menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

321 MEKANISME  ATAU ISNTRUMEN HUKUM UNTUK
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
3.2111ZIN USAHA PERTAMBANGAN (1UP)

|zin Usaha Pertambangan dibagi menjadi ®:

1. lzin Usaha Pertambangan Ekspolrasi : Izin usaha untuk melakukan tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan

2. 1zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi : 1zin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan produksi.

Jadi pembagian 1zin Usaha Pertambangan ini menjadi dua menunjukkan bahwa
dalam kegiatan pertambangan diperlikan perolehan 2 kali tahap izin, untuk
memperoleh dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.

|zin Usaha Pertambangan ini diberikan oleh :
1. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota

2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam
satu provinsg setelah mendapatkan rekomendasi dari  bupati/walikota

setempatsesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas provins setelah mendapatkan
rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikotasetempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya
berbeda, dengan pertimbangan pendapat dari pemegang IUP pertama. Pemegang

® Indonesial, opcit, Pasal 36
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IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan
prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini bermaksud
mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut wajib mengaukan
permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk
mengusahakan minera lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral
lain tersebut karena mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya
oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.®

|zin Usaha Pertambangan ( IUP ) batubaraini dibagi menjadi :
A. lzin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara paling lama 7 tahun.®

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP minimal 5000 hektar dan
paling banyak 50.000 hektar®®

Apabila dalam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut
pemegang |UP mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan
pada pemberi IUP, dan apabila pemegang |UP tersebut ingin menjua mineral atau
batubara yang tergali tersebut wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan
pengangkutan dan penjualan. 1zin sementara tersebut diberikan oleh Menteri,
Gubernur, Bupati /Walikota sesuai dengan kewenangannya. Mineral atau batubara

yang tergali tersebut dikenakan biaya produksi®’.

B. lzin Usaha Pertambangan ( lUP) Operasi Produksi

Setiap pemegang |UP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operas
Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya®. IUP Produksi ini

% Indonesial, opcit, Pasal 40
® |ndonesial, opcit, Pasal 42 ayat (4)
® Indonesial, opcit, Pasal 61
¢ Indonesial, opcit, Pasal 45

% Indonesial, opcit, Pasal 46 ayat (1)
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diberikan juga atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang
telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.®®

Jangka Waktu IUP Operas Produks pertambangan batubara paling lama 20
tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun®.

Pemegang IUP Operasi Produks mineral logam diberi WIUP dengan luas paling
banyak 15.000 hektar"

|UP Operasi Produksi diberikan oleh™ :

1. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota

2. Gubernur apabila lokas penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,
serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda
setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati walikota setempat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menteri apabila lokas penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta
pelabuhan berada di dalam satu wilayah provins yang berbeda setelah
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota setempat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.21ZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK )

IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wliayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus, Wilayah Izin Usaha Pertrambangan Khusus adalah
Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan. IUPK ini diberikan hanya
untuk satu jenis mineral atau batubara sgja’.

Pemegang IUPK yang menemukan minera lain di dalam WIUP yang dikelola
diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila pemegang IUP ini

% |ndonesial, opcit, Pasal 46 ayat (2)
" Indonesial, opcit, Pasal 47 ayat (5)
™ Indonesial, opcit, Pasal 62
2 Indonesial, opcit, Pasal 48

”® Indonesial, opcit, Pasal 74 ayat (2)
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bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemuakn tersebut wajib

mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP tidak berminat untuk

mengusahakan minera lain yang ditemukannya tersebut wajib menjaga mineral

lain tersebut karena minera lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya
oleh Menteri ™.

Pemberian 1zin Usaha Pemberian Khusus ini didasari pertimbangan’ :

1.

2.

3.

Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri

Sumber devisa negara

Kondis wilayah didasarkan apada keterbatsan sarana dan prasarana
Berpotensi untuk dikembangkan sebagal pusat pertumbuhan ekonmi
Daya dukung lingkungan

Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

I[UPK ini dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum
Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Dimana BUMN dan
BUMND ini mendapat prioritas dalam pemberian IUPK, sedangkan badan
ussha swasta dapat memperoleh IUPK ini dengan caralelang WIUPK.”

Izin Usaha Pertambangan Khusus dibagi menjadi ™ :

Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi Khusus: Izin usaha untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan

|zin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus: 1zin usaha yang diberikan
untuk melakukan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

™ Indonesial, opcit, Pasal 74 ayat (3, 4, 5)
™ Indonesial, opcit, Pasal 28
" Indonesial, opcit, Pasal 75 ayat (4)

" Indonesial, opcit, Pasal 76
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Ketentuan untuk memperoleh TUPK baik eksplorasi maupun operasi produksi
diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap pemegang IUPK Eksplorasi mendapat jaminan untuk memperoleh IUPK
Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya, dan [UPK
Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum
Indonesia BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang telah mempunyai data
hasil kajian studi kelayakan (sinkronisasi data milik Pemerintah dan pemerintah
daerah)®.

Apabila daam kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan tersebut
pemegang |UPK mendapatkan mineral atau batubara yang tergai wajib
melaporkan kepada Menteri, dan apabila pemegang IUPK tersebut ingin menjual
mineral atau batubara yang tergali tersebut wajib mengaukan izin sementara
untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 1zin sementara tersebut diberikan
oleh Menteri”®. Mineral atau batubara yang tergali tersebut dikenakan biaya
produksi.®

Luas wilayah pertambangan dan jangka waktu yang diperbolehkan menurut Izin
Usaha Pertambangan Khusus adalah® :

1. Luas1l WIUPK untuk kegiatan Eksplorasi maksimal 50.000 hektar
2. Luas 1 WIUPK untuk kegiatan Operasi Produksi maksimal 15.000 hektar
3. Jangkawaktu IUPK Eksplorasi maksimal 7 tahun

4. Jangka waktu IUPK Operas Produkss maksima 20 tahun dan dapat
diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

8 Indonesia |, opcit, Pasal 77
" Indonesial, opcit, Pasal 81
% Indonesial, opcit, Pasal 82

8 Indonesial, opcit, Pasal 83
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3.22 PROSEDUR LELANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini di dalam beberapa pasal

disebutkan adanya proses lelang, yaitu di dalam pasal 46, pasal 51,dan pasal 60.

Khusus mengenai batubara prosedur lelang ini disebutkan di dalam pasa 60.

Lelang ini adalah prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan Wilayah 1zin

Usaha Pertambangan yang ingin diusahakan.Prosedur lelang ini adalah sebagal

berikut :

1. Parapemohon mendaftarkan permohonannya secara online

2. Para pemohon yang tertampung tersebut akan dipanggil untuk memberikan
presentasi kurang lebih sedlama 30 menit untuk mempresentasikan
tawaran/permohonannya.

3. Pemohon yang terpilih adalah ; 1.) Pemohon yang tercepat menurut jam,
menit, detik pendaftaraan permohonannya melaui situs on line tersebut, 2.)
Pemohon dengan surat-surat / file-file kesanggupan dan dokumen lainnya
yang terlengkap.

Jadi apabila ada seorang pemohon yang pertama mendaftarkan
permohonannya tersebut tetapi dokumennya tidak lengkap maka akan dipilih
pemohon berikutnya yang memiliki dokumen terlengkap dan tercepat.

3.2.3HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG | UP DAN | UPK
A. Hak-hak pemegang |UP dan ITUPK® :

1. Berhak melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik

kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produks

2. Berhak memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan
pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

8 |ndonesia, opcit, Pasal 90 sd. Pasal 93
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3. Berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang
telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi,
kecuali mineral ikutan radioaktif.

4. Pemegang IUP dan IUPK tidak bolen memindahkan IUP dan IUPK nya
kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksploras
tertentu ( telah ditemukan 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi ) dan
hanya dengan syarat bahwa adanya pemberitahuan kepada Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

5. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban pemegang IUP dan IUPK®:

Kewajiban seputar kegiatan usaha :
1. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia

2. Meningkatkan nilai_tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam

pelaksanaan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan
minera dan batubara.

3. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolahan

dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. ( Jadi pemegang IUP dan

IUPK wajib membangun smelter atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil

penambangan )

Pemegang IUP dan IUPK tersebut dapat mengolah dan memurniakan hasil
pertambangan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Dalam ha pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP atau IUPK Operasi
Produksidapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau
perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK dimana IUP tersebut

8 |ndonesia I, opcit, Pasal 95 sd. Pasal 112
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merupakan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian

yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produks dilarang
melakukan pengolahan dan pemurniandari hasil pertambangan yang tidak
memiliki IUP, IPR atau IUPK

. Badan usaha yang tidak bergerak di dalam usaha pertambangan yang
bermaksud menjual minera dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih

dahulu memiliki IUP Operasi Produks untuk penjualan, yang dimana IUP
tersebut hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijua tersebut dikenakan iuran
produksi.

Badan usaha yang bermaksud menjua mineral dan/atau batubara yan tergali
tersebut walb menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau
batubara yang tergali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

. Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja

setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

. Dalam melakukan kegiatan operas produksi, badan usaha pemegang IUP dan
IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha loka yang ada di daerah tersebut

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari
hasil eksplorass dan operas produksi kepada Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

. Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan |aporan tertulis secara berkala

atas rencana kerja berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai bentuk,
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10.

jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan tersebut akan diatur lebih

lanjut di dalam peraturan pemerintah.

Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang
sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestass saham pada
Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMND, atau badan usaha swasta

nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham diatur lebih lanjut

dengan peraturan pemerintah.

Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan
lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
tersebut maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa
pertambangan lain yang berbadan hokum Indonesia.

Jenis usaha jasa pertambangan itu adalah :

Konsultasi, perencanaaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
a) Penyeidikan umum

b) Eksploras

Cc) Studi kelayakan

d) Konstruks pertambangan

e) Pengangkutan

f)  Lingkungan pertambangan

g) Pascatambang dan reklamasi

h) Keselamatan dan kesehatan kerja

Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
a) Penambangan

b) Pengolahan dan pemurnian
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11.

Pel aksana usaha jasa pertambangan ini dapat berbentuk badan usaha, koperas,
atau perseorangan sesuai dengan klasifikas dan kualifikas yang telah
ditetapkan oleh Menteri. Tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan ini
tetap berada atau dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.

Pelaku usaha jasa pertambangan ini wajib pula mengutamakan kontraktor dan
tenaga kerjalokal.

Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau
dfiliasinya dakam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha
pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. |zin Menteri
tersebut dapat dilakukan apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
sgjenis di wilayah tersebut ata tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang
berminat/mampu.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan diatur lebih
lanjut di dalam peraturan pemerintah.

Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan
pendapatan daerah

Pendapatan Negaratersebut terdiri dari :
A. Penerimaan Pajak:

a) paak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

b) beamasuk dan cukai

B. Penerimaan negara bukan pagjak :
a) iurantetap

b) iuran eksplorasi

c) iuran produksi

d) kompensasi dan informasi

C. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari :
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12.

13.

a) Pagak daerah
b) Retribus daerah

c) Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produks sebagaimana
dimaksud di atas dan pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang
ikut tergali pada saat penambangan. Namun apabila pemegang IUP dan ITUPK
tersebut memanfaatkan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan
maka akan dikenakan iuran produksi.

Pemegang IUPK Operasi Produksiuntuk pertambangan mineral dan batubara
wajib membayar sebesar 4% kepada Pemerintah dan 6 % kepada pemerintah
daerah dari keuntungan bersih dari sejak berproduksi.

Pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib
menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan .

Penjelasan lebih lanjut mengena hak atas tanah ini dijelaskan lebih lanjut
dibawah.

Kewajiban mengenai lingkungan dan sosia :

1
a)
b)

0)

d)

Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan cara
Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan
M el aksanakan keselamatan operasi pertambangan

Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,
termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang

Melaksanakan upaya konservasi sumberdaya minera dan batubara
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Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampa memenuhi standar

baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media ligkungan

Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat,
dimana penyusunan program dan rencana tersebut dikonsultasikan kepada
Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai hal ini
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

3.24 Berakhirnya lzin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan

Khusus

IUP dan IUPK berakhir karena® :
Dikembalikan

Pemegang IUP atau |UPK dapat menyerahkan kembali IUP atau IUPKnya
dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikotra
sesual dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.

Pengembalian IUP atau IUPK tersebut dinyatakan sah apabila setelah disetujui
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikotra sesuai dengan kewenangannya

dan setelah memenuhi kewajibannya.

Dicabut

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesual dengan kewenangannya apabila :

8 |ndonesia |, opcit, Pasal 117
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Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam

IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan

. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana yang

disebutkan dalam RUU Minerba.
Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan Pailit
Habis masa berlakunya

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam [UP atau IUPK telah habis
dan tidak digjukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan
atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau
IUPK tersebut berakhir

IUP atau IUPK vyang dikembalikan, dicabut atau habis maka akan
dikembalikan kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesua dengan
kewenangannya, lalu selanjutnya akan WIUP atau WIUPK-nya ditawarkan
kembali kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

IUP atau IUPK yang berakhir, pemegangnya wajib menyerahkan seluruh data
yang diperoleh kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesua dengan

kewenangannya.
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BAB 4
ANALISISPERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETANTUAN POKOK
PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

4.1 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG BENTUK PENGUSAHAAN
Setelah melihat teori yang dipaparkan di dalam bab 2 dan bab 3,
maka benar mengenai apa yang beredar di masyarakat baik melalui media massa
maupun perkataan para ahli sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 mengenai adanya perubahan yang mendasar dari cara atau bentuk
pengusahaan pertambangan batubara yaitu hilangnya sistem Kuasa Pertambangan,
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( begitu pula Kontrak
Karya ) menjadi suatu sistem yang baru yaitu menggunakan sistem perizinan
melalui Izin Usaha Pertambangan. Lalu kemanakah sistem Kuasa Pertambangan
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ini dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara
ini? Di dadam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara memuat pasal pengaihan yang isinya
menjelaskan “nasib” dari sistem lamatersebut. Isi dari Pasal 169 itu adalah :

a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan
sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;

b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a
disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sgjak Undang-Undang ini

diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
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Dari ketentuan Pasal 169 tersebut dapat diketahui “nasib” dari Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( termasuk juga Kontrak Karya ).
Daam pasa perdihan ini terdapat masalah yang banyak diperdebatkan dari
komposisi pasal tersebut. Permasalahan ini akan dibahas dalam sub-bab Analisa
Lainnya di akhir bab ini. Salah satu permasalahan dalam Pasal Peralihan tersebut
adalah tidak secara tegas memuat kemanakah sistem “Kuasa Pertambangan” itu
sendiri

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Batubara ini diharapkan dapat menyelesaiakan adanya
tumpang tindih (overlapping) wilayah Kuasa Pertambangan. Persoalan ini marak
ketika pemerintah mulai menerapkan kebjakan otonomi daerah di tahun 1999,
dengan tujuan yakni untuk mengembangkan dan memberi pendapatan lebih
kepada daerah. Tetapi yang terjadi  Pemerintah Daerah dengan mudahnya
menerbitkan izin sebuah KP kepada perusahaan tambang. Apalagi ketika masa
jabatan seorang kepala daerah akan berakhir, puluhan KP biasanya akan
diterbitkan. Tidak perduli apakah KP yang diterbitkan itu meliputi wilayah KP
lain. Akibatnya, tumpukan KP di satu wilayah yang sama mudah ditemui di
daerah-daerah pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Oleh karena itu,
menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minera
Batubara diberikan solusinya salah satu caranya adalah mengambil kembali
sebagian kewenangan pemerintah daerah. Misalnya dalam hal penetapan wilayah
pertambangan. Pemerintah berhak menetapkan wilayah pertambangan setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR (Pasa 6 ayat (1) e dan Pasal 9
ayat (2)) dan Kewenangan pemerintah pusat juga ada pada pemberian 1zin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi (Pasal 6
ayat (1) i dan Pasal 74 ayat (1). Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh
pemerintah daerah. Nantinya pemerintah daerah tak lagi bisa sembarangan
menentukan wilayah pertambangan seperti yang terjadi saat ini. Lau
permasal ahan tumpang tindih ini juga adanya tumpang tindih antara lahan PKP2B
yang diberikan Pemerintah Pusat dengan KP yang diberikan oleh pemerintah
daerah, hal ini sudah dipertimbangkan juga sehingga mekanisme pengusahaan
pertambangan batubara yag tadinya dapat ditempuh dengan dua sistem yaitu KP
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dan PKP2B ini dibentuk menjadi satu sistem sgja yaitu IUP tersebut, sehinggga
tumbapng tindih antara lahan KP dengan PKP2B tidak terjadi lagi. Jadi dengan
sistem IUP dalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minera
Batubara diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih wilayah ini.

4.1.1 Perbandingan antara Kuasa Pertambangan dengan Izin Usaha
Pertambangan
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Batubaratidak disebut secarategas peralihan sistem Kuasa Pertambangan
menjadi lzin Usaha Pertambangan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini sama sekali tidak
menyinggung permasalahan Kuasa Pertambangan. Dengan tidak diaturnya Kuasa
Pertambangan bisa menyebabkan K uasa Pertambangan batal demi hukum. Hal ini
dikhawatirkan juga mengakibatkan dengan tidek ada pembahasan sedikitpun
mengenai Kuasa Pertambangan, wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan akan
diambil alih oleh pemerintah dan akan dibuka menjadi Wilayah Usaha
Pertambangan ( WUP ) baru yang akan di-tender-kan untuk 1UP. Namun
permasalahan ini terjawab, meskipun tidak dijwab di daam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral batubara tersebut,
melainkan di dalam Surat Edaran Nomor: 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah
Sebaga Pelaksananaan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Lalu Dirjen
Minerbabum menerbitkan surat Nomor. 1053/30/DJB/2009 perihal 1UP tanggal
24 Maret 2009. Surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di
seluruh Indonesia yang merupakan turunan dari Surat Edaran Nomor:
03.E/31/DJB/2009. Kedua surat edaran tersebut menjelaskan tentang yang masih
menjadi pertanyaan seputar Kuasa Pertambangan dengan IUP itu sendiri. Pada
intinya kedua surat tersebut menjelaskan hal-ha mengenai Kuasa Pertambangan
sebagal berikut :
1. Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum berlakuknya UU
Minerba, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap
diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan
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dan wajib disesuaikan menjadi IUP paling lambat 1 tahun sejak
berlakunya UU Minerba
2. Kuasa Pertambangan yang masih berlaku wajib disesuaikan menjadi
|UP dengan menggunakan format IUP
3. Untuk peningkatan atau perpanjangan KP dikoordinasikan kepada
Dirjen Minerbabum serta dapat diproses Iebih lanjut dengan mengacu
UU Minerba dan menggunakan format [UP
4. Permohonan KP yang telah diterima sebelum diberlakukannya UU
Minerba tanggal 12 Januari 2009 dan telah mendapatkan pencadangan
wilayah dapat diproses lebih lanjut dengan mengacu UU Minerba
tanpa melalui lelang dengan menggunakan format [UP
Jadi dapat disimpulkan bahwa K uasa Pertambangan tidak hilang seluruhnya tetapi
akan berganti nama menjadi IUP. Penggantian nama beserta komponen-
komponen di dalam Kuasa Pertambangan ini menjadi IUP paling lambat 1 tahun
sgjak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Batubara. Dengan ketentuan ini pengusaha batubara yang memiliki Kuasa
Pertambangan tidak perlu khawatir lagi untuk kehilangan wilayahnya dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Minera Batubara tersebut.
Secara harafiah pemberian “Kuasa Pertambangan” dengan pemberian
“1zin Usaha Pertambangan” adalah hampir sama, yaitu sebuah pemberian izin atas
adanya sebuah permohonan untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan. Akan
tetapi perubahan Kuasa Pertambangan menjadi 1zin Usaha Pertambangan ini tidak
akan hanya sekedar berganti nama sga. Dapat dipastikan akan ada perubahan
yang tidak sedikit dengan pergantian tersebut. Menurut analisa penulis,
pemakaian kata “kuasa’ dan “izin” akan mengakibatkan suatu perbedaan, karena
dari segi filosofis penggunaan kata “kuasa’ dengan “izin” tersebut berbeda pula,
yaitu apabila menggunakan kata “kuasa” maka pemegang kuasa tersebut hanya
menguasal sgja tidak dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Pemegang
kuasa hanya sebatas sebagai pelaksana atas pemberian kuasa untuk mengerjakan
sesuatu dari pihak yang memberikan kuasa sebagai pemilik dari sesuatu tersebut.

Penerima kuasa tidak dapat dikatakan seolah-olah sebagai pemilik atas sesuatu
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yang diberikan kuasa tersebut, karena pemilik kuasa tersebut tetaplah orang yang
memberikan kuasa tersebut. Jadi kuasa itu memiliki pola seperti ini; seseorang
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mngerjakan sesuatu hanya sebatas apa
yang dikuasakan oleh pemberi kuasa sebagai pemilik kuasa tersebut.

Bagan 4.1
PEMBERI
KUASA
PENERIMA
KUASA

4.1 Bagan ilustras pemberian sebuah kuasa

Dari bagan tersebut diilustrasikan dengan panah tegas ( tidak putus-putus )
karena pemberi kuasa tetap berkuasa atas sesuatu yang diberikan penguasaan

untuk mengerjakan atau mengusahakannya.

Sedangkan apabila menggunakan kata “izin” maka pemegang izin dapat
bertindak seolah-olah sebagal pemilik selama jangka waktu izin tersebut berada di
tangannya Selama izin berada di tangan penerima, pemberi izin seperti
kehilangan kepemilikan sesuatu yang telagh diberikan kepada orang lain sebagai
penerima izin, karena izin sudah berada di tangan penerima maka penerima izin
tersebut dapat seolah-olah sesuka hati memakai izin atas sesuatu yang diizinkan
kepadanya, pembatasannya adalah hanya kewagjiban-kewgjiban yang dibebankan

saat pemberian izin.
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Bagan 4.2

PEMBERI
IZIN

~
~

N
PENERIMA
IZIN

4.2 Bagan ilustrasi pemberian sebuah izin

Dari bagan tersebut diilustrasikan dengan panah terputus-putus karena
pemberi Kizin seperti kehilangan atas sesuatu yang diberikan kepada orang lain
untuk mengusahakannya dengan sebuah izin.

Bilakita rujukkan kepada pasal 33 ayat (3) Undang_undang Dasar 1945:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
Maka pemberian “kuasa’ akan lebih tepat apa bila dibandingkan pemberian izin,
karena barang tambang ( termasuk bhatubara ) adalah termasuk kekayaan alam
yang harus dikuasai oleh negara. Pemberian izin dengan pemberian tidak lah jauh
berbeda, sama-sama dimulai dengan sebuah permohonan oleh kontraktor, lalu
dimana kuasa atau izin tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pihak pemberi.
Kan tetapi dengan analisa atau pertibangan secara terminologi bahasa dan filosofis
seperti di atas maka, pemberian kuasa akan lebih tepat dan sesuai dengan pasal 33
ayat (3) Undang_undang Dasar 1945 (3) tersebut. Berbeda dengan izin, apabila
izin diberikan maka negara akan kehilangan kekuasaan atas kekayaan aamnya
tersebut selamaizin berada di tangan pihak lain.

Secara konsep permohonan dan pemberian kuasa dengan izin adalah sama
jadi analisa perbandingan hanya dapat dilakukan atas dasar terminologi bahasa
dengan filosofisnya dan dari sudut pandang hak dan kewajibannya. Perbandingan
dari hak dan kewgjiban antara Kuasa Pertambangan dengan lzin Usaha
Pertambangan akan dipaparkan dalam subbab “Analisa Dari sudut Pandang Hak
dan Kewajiban” di bawah. Jadi dalam menghadapi permasal ahan perubahan kuasa
menjadi izin yang ditakutkan akan meyebabkan terjadi kesewenagan terhadap
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wilayah atau lingkunagan tambangnya oleh pemegang izin atas dasar izin yang ia
pegang, maka solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah pemerintah harus
tegas dalam memberikan izin. Tegas disini adaah pemerintah harus dapat
memilih perusahaan mana yang benar-benar berkompeten dalam diberikan izin
atas wilayah, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pemegang izin tersebut oleh
pemerintah apabilaterjadi kesewenangan tersebut. Karena peran pemerintah yang
lebih tersebut merupakan konsekuens bagi pemerintah atas perubahan sistem
menjadi |UP tersebut.

4.2.2 Perbandingan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara dengan |zin Usaha Pertambangan

Dalam perbandingan antara Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan dilihat dari bentuk atau sistem
pengusahaannya akan ditemukan suatu perbedaan yang sangat kontras, yaitu
perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Langkah perubahan ini
adalah langkah yang sangat radikal di dalam dunia pertambangan di Indonesia.
Karena perubahan ini sangat menimbukan perdebatan yang hebat, terutama bagi
parainvestor yang telah terbiasa dengan sistem kontrak tersebut.

Dari teori yang telah di paparkan di dalam Bab 2 maka sebuah kontrak
adal ah perjanjian antara dua atau |ebih orang yang menciptakan sebuah kewajiban
untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu®. Dan teori dari Bab 2
tersebut memuat juga unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu® :

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, Pihak-pihak
yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa
badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum

menurut undang-undang.

& Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary, cet. 8, (St. Paul: West Publishing Co,
2004), 689.

8 Subekti (2 ), Hukum Perjanjian (jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.1
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2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, Persetujuan atau kata sepakat yang
dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat
dan obyek yang diperjanjikan.

3. Adanyatujuan yang ingin dicapai, Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan
di sini sebaga kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui
perjanjian.

4. Adanya prestas atas kewagjiban yang akan dilaksanakan, Prestasi yang
dimaksud adalah sebaga kewagiban bagi pihak-pihak  untuk
mel aksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

5. Adanya bentuk tertentu, Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah
perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat
menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian.

6. Adanyasyarat-syarat tertentu, Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adal ah
substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak
dalam perjanjian yang antara satu dengan yang lainnya dapat menuntut

pemenuhannya.

Dari unsur-unsur tersebut dapat dianalisakan bahwa sebuah perjanjian
dibuat oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dengan kesepakatan bersama-
sama pula. Sehingga posisi antara pihak yang berkontrak itu adalah sgjgjar. Dalam
hal pertambangan batubara ini Pemerintah dengan investor asing akan duduk
bersama membuat suatu perjanjian atau kontrak bernama Perjanjian Karya
Pengusahaan Batubara, yang di mana pemerintah dan investor tersebut same-
sama mnuangkan hak dan kewajibannya masing-masing dalam isi kontrak atau
perjanjian tersebut. Hal ini dirasa sangat merugikan posisi pemerintah karena
apabila pemerintah adalah sebagal pihak yang berkontrak juga. Dua pihak ini
saling berkontrak / berjanji, dan dimana kontrak tersebut menjadi sebuah
ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Jadi kedua belah pihak harus sama-
sama menghormati isi kontrak tersebut sebagai undang-undang yang mengikat
baginya. Di sini terlhat jelas bahwa posisi dari kedua belah pihak yaitu pemerintah

dan investor asing untuk melaksanakan usaha pertambangan ini adalah sama.
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Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah nampak kehilangan powernya
sebaga regulator, atau pihak penguasa, dan kehilangan kekuasaan administratif
pengaturan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia. Lalu sistem
kontrak karya yang berlaku saat ini dirasa sangat merugikan negara dan
memberikan hak mutlak kepada perusahaan tambang asing untuk mengeruk
kekayaan alam Indonesia dan merugikan penduduk setempat dengan posis
perusahaan tambang yang diperoleh dari kontrak atau perjanjian ini dan tidak
adanya perlindungan yang cukup dari pemerintah, yang disebabkan
ketidakmampuan pemerintah. untuk melindungi hak-hak penduduk dari
perusahaan tambang pada saat pembuatan kontrak.

Bagan 4.3

PEMERINTAH PK P2B PERUSAHAAN
TAMBANG

=

KESEPAKATAN

4.3 Bagan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah dengan perusahaan
tambang

Perubahan sistem kontrak menjadi sistem perizinan disini dirasa akan
menjawab segala pandangan negatif dari sistem kontrak untuk mengusahakan
tambang sebelumnya. Perubahan bentuk pengelolaan menjadi perizinan menjadi
hal paling krusial dalam perubahan aturan pertambangan. Dengan pemerintah
bertindak sebagai pemberi izin, posis negara ada di atas perusahaan
pertambangan. Kondisi ini yang tidak didapat dalam pola perjanjian atau kontrak (
PKP2B ). Perusahaan pertambangan tidak berada dalam posisi sggar dengan
negara. Apabila perubahan atas kontrak hanya dapat dilakukan dengan
kesepakatan kedua pihak, maka di dalam izin pemerintah dengan posisinya yang
lebih kuat dapat mencabut izin itu kapan sga asa dengan pertimbangan yang
tepat untuk dicabut. Kondisi inilah yang dikhawatirkan oleh para investor
tambang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
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Pertambangan Mineral Batubara ini. Apabila kita kembali rujukkan konsep
pemberian izin ini kepada pasal 33 ayat ( 3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
Jika pengertian “dikuasai oleh negara’ hanya diartikan sebagai pemilikan dalam
arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak mencukupi dalam menggunakan
penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”,
yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesgjahteraan umum”
dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam
Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi
kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis
penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh
kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai
oleh negara’ jugatidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur,
karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara
tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. &’
Pengertian “dikuasai oleh negard’ harusah diartikan mencakup makna
penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi
kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekaysan “bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya
pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber
kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad),
pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezchthoudensdaad) untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungs pengurusan (bestuursdaad) oleh
negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan
dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konses
(consessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui

kewenangan legislas oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh

87 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 Tahun 2003, hal 208.
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Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme
pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam
manajemen.®

Dari uraian di atas disebutkan bahwa salah satu fungs pemerintah atas
konsekuensi dari klausul “dikuasai oleh Negara” tersebut adalah Fungsi
pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan
kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan
(vergunning), lisensi (licentie), dan konses (consessie). Fungsi pengaturan oleh
negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR, hali ini
lah yang ingin diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini. Yaitu menguatkan
posis pemerintah dalam memberikan penguasaan untuk pengusahaan kekayaan
alamnya ( termasuk batubara ) dengan mengganti sitem kontrak menjadi sitem
perizinan , sehingga posisi pemerintah tidak lagi sgaar dengan kontraktor atau
dengan investor.

Bagan 4.4
PEMERINTAH
Permohonan Pemberian
lzin Izin
PERUSAHAAN
TAMBANG

4.4 Bagan permohonan dan pemberian izin oleh Pemerintah

Pemberian dengan sistem izin tidak hanya sekedar emngganti sistem
pemberian kewenangan untuk mengusahakan atau menambang sgja, namun
perubahan ini akan meliputi beberapa aspek lainnya di belakangnya, karena

8 |bid, hal.209
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perbedaan antara kontrak dengan izin sangatlah berbeda. Hal ini dapat
digambarkan melaui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Subyek lzin Perjanjian

Hubungan Hukum Bersifat Publik Bersifat Perdata
Oleh Pemerintah (

Penerapan Hukum Dengan peraturan Oleh Dua Belah Pihak
perundang-undangan)
Tidak Berlaku Pilihan

Pilihan Hukum Berlaku Pilihan Hukum
Hukum

Akibat Hukum Sepihak K esepakatan Dua Pihak

Penyelesaian sengketa PTUN Arbitrase

K epastian Hukum Lebih Pasti Kesepakatan Dua Pihak

- Hak dan Kewajiban ) _

Hak dan Kewsajiban _ _ Dua Pihak Seimbang
Pemerintah Lebih Besar
Peraturan Perundang- | o

Sumber Hukum Isi Perjanjian itu Sendiri
undangan

4.1 Tabel perbedaan antara |zin dengan Perjanjian

Dari tabel tersebut tergambar secara jelasperbedaan antara izin dengan perjanjian
itu sendiri. Di dalam tabel tersebut ada satu poin yang sangat menjadi
permasal ahan bagi penulis, yaitu poin penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian
sengketa yang dapat dilakukan apabila dengan sistem perizinan adalah melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ). Ini adalah sesuatu yang sangat baru dan
sangat berbeda dengan sistem sebelumnya dimana dengan sistem perjanjian maka
sengketa diselesaikan melaui arbitrase. Menurut penulis permasalahan yang akan
timbul adalah apakah PTUN yang berada di Indonesia sudah siap untuk menerima
perubahan ini? Menurut penulis sengketa perizinan pertambangan ini tidak hanya
akan meliputi aspek perizinannya juga melainkan dapat saja meliputi aspek yang

luas seperti ilmu-ilmu pertambangan, ilmu-ilmu lingkungan, dan ilmu-ilmu
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lainnya yang terkait. Fakta yang ada pendidikan [Imu Hukum Pertambangan di
Indonesia adalah sangatlah minim dan hampir tidak ada, maka menurut penulis
hal ini akan memgakibatkan kualitas hakim PTUN nantinya dalam mengambil

putusan atas sengketa pertambangan ini.

Tentu sgja perubahan menjadi sistem perizinan ini adalah suatu hal yang
sangat tidak menarik bagi para investor. Timbul beberapa ketakutan disebabkan
perubahan ini seperti susahnya birokrasi untuk mendapatkan izin tersebut,
kepastian hukum atas izin tersebut ( Investor mersa tidak aman dengan izin
tersebut karena investor takaut sewaktu-waktu pemerintah berlaku sewenang-
wenang atas pemberian izin tersebut atau bahkan dapat dicabut sewaktu-waktu
izinnya oleh pemerintah ), kesigpan negaraini atas sistem yang baru ini termasuk
proses penyelesaian sengketanya, dan beberapa ketakutan lainnya yang didasari
atas ketidak sigpan dari perubahan yang sangat radikal oleh Pemerintah ini. Maka
diharapkan adanya pendidikan tentang pertambangan itu sendiri bagi hakim-
hakim PTUN khususnya PTUN yang berada di wilayah-wilayah pertambangan,
agar dapat memutus sengketa pertambangan ini seadil-adilnya sehingga dapat
menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat di dunia pertambangan, karena
citra peradilan itu sendiri sangat mempengaruhi iklim usaha dan investasi.
Pemerintah juga harus lah konsisten dan profesional terhadap kebijakan yang
telah dibuatnya dimana pemerintahpun diharapkan tidak sewenang-wenang dalam
mencabut izin-izin yang telah diberikannya, karena melalui PTUN ini keputusan
pemerintah dalam mencabut izin tersebut dapat digugat apa bila terjadi

kesewenangan.
4.1.3 Adanya I zin Usaha Pertambangan Khusus ( lUPK )

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Batubara terdapat ketentuan dimana “Untuk kepentingan
strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN
sebagal daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi
dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.” Tetapi hal
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mulia ini di kontradiktifkan oleh ketentuan yang dimana menyebutkan bahwa
WPN ini dapat berubah status.

Di dalam Bab 3 telah dijabarkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara terdapat 1zin Usaha
Pertambangan Khusus ( [UPK ). IUPK ini adalah izin untuk melakukan usaha
pertambangan di Wliayah Usaha Pertambangan Khusus, Wilayah Izin Usaha
Pertrambangan Khusus adalah Wilayah Pencadangan Negara yang dapat
diusahakan. Perubahan status Wilayah Pencadangan Negara menjadi di Wliayah
Usaha Pertambangan Khusus ini adalah dengan pertimbangan :

. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri

. Sumber devisa negara

1
2
3. Kondis wilayah didasarkan apada keterbatsan sarana dan prasarana
4. Berpotensi untuk dikembangkan sebagal pusat pertumbuhan ekonmi
5

. Dayadukung lingkungan
6. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investas yang besar

Hal ini bagi penulis adalah hal yang sangat disayangkan di dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini karena
wilayah pertambangan di Indonesia sebagian besar telah dimiliki izinnya oleh
perusahaan-perusahaan tambang. Meskipun kekayaan Batubara kita masih banyak
tetapi potensi batubara itu beberapa berada di kawasan yang telah ada
peruntukkan lainnya selain untuk pertambangan seperti perkebunan, atau bahkan
kawasan hutan lindung seperti yang ada di Bukit Suharto, Bukit Taman Nasional
Kalimantan Timur. Dengan adanya IUPK ini dapat diperkirakan akan
menimbulkan permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Yaitu sperti
tumpang tindih lahan perkebunan dengan pertambangan, hutan lindung dengan
pertambangan yang nantinya akan menimbulkan konflik kepentingan antar
instans juga seperti antra Departemen Perkebunan, Kehutanan dengan
Departemen Pertambangan. Maka solus yang dapat diambil adalah
ditingkatkannya koordinasi antar departemen ini agar tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan. Koordinasi ini diharapkan dapat menemukan satu titik temu antar

departemen agar tidak ada satupun yang merasa dirugikan.
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42 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG PROSEDUR DAN
PERSYARATAN
4.2.1 Perbandingan Jangka Waktu dan Luas Wilayah
Di dalam Bab 3 telah dijabarkan bahwa menurut Undang-undang 11
Tahun 1967 Tentang K etentuan K etentuan Pokok Pertambangan:
Luas wilayah pertambangan yang diperbolehkan untuk melakukan usaha
pertambangan batubara adalah :
1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektar,
2. Kuasa Pertambangan Eksplorasi 10.000 (sepuluh ribu) hektar,
3. Kuasa Pertambangan Eksploitas 5.000 (lima ribu) hektar

Dan Sesual dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001
dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
134.K/201/M .PE/1996.Persyaratan wilayah yang diperbolehkan bagi pengusahaan
pertambangan dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B), luas wilayah tidak boleh melebihi 100.000 Ha.

Mengenai angka waktu yang diberikan dalam melakukan kegiatan usaha
pertambangan batubara adal ah:

1. Kuasa Pertambangan/PKP2B Penyelidikan Umum paling lama 1 (satu)
tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun lagi

2. Kuasa Pertambangan/PKP2B Eksploras paling lama 3 (tiga) tahun.
Jangka waktu ini dapat diperpanjang jangka waktu sebanyak 2 (dua) kali,
setigp kalinya untuk jangka waktu 1 (satu). Apabila pemegang Kuasa
Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan
dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka dapat diberikan
lagi perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling
lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitas

pertambangan.
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3.

Kuasa Pertambangan/PKP2B Eksploitasi paling lama 30 (tiga puluh)
tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang lagi sebanyak 2 (dua) kali,
setigp kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun .

Kuasa Pertambangan/PKP2B Pengolahan dan Pemurnian paling lama 30
(tiga puluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya
untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Kuasa Pertambangan/PKP2B Pengangkutan dan Penjualan paling lama 10
(sepuluh) tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang setiap kalinya untuk
jangkawaktu 5 (lima) tahun

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral Batubara :

1.

Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP minimal 5000 hektar dan
paling banyak 50.000 hektar

Pemegang UP Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak
15.000 hektar

Mengenai jangka waktunya :

1.

2.

Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara paling lama 7
tahun

Jangka Waktu |UP Produksi pertambangan batubara paling lama 20 tahun,
dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun

Dari penjabaran tersebut nampak jelas bahwa terdapat perbedaan baik

perbedaan mengena luas wilayah yang diizinkan dan mengenai jangka waktu

menambang. Menurut penulis perbedaan mengenai luas wilayah tidaklah terlalu

berbeda karena di undang-undang yang baru luas wilayah maksimal untuk tahap

kegiatan awal ( eksplorasi termasuk penyelidikan umum ) yang diambil adalah

lebih banyak dibandingkan yang diperbolehkan dalam Kuasa Pertambangan (
25.00 hektar ) dan lebih sedikit daripada yang diperbolehkan di dalam PKP2B
(100.000 hektar ). Luas wilayah maksimal menurut Undang-Undang yang baru ini

mengambil hitungan tengahnya antara Kuasa Pertambangan dengan PKP2B yaitu

50.00 hektar. Tetapi timbul permasalahan dimana terdapat pembatasan minimal
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wilayah dimana tidak boleh lebih kurang dari 5000 hektar, hal ini dapat
memberatkan bagi pengusaha tambang kecil atau investor-investor baru yang
tidak memiliki dana yang cukup besar. Untuk kegiatan operasi produksi maka
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara
memberikan luas wilayah |UP Operasi Produks yang lebih besar dibandingkan
dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ( 5000 hektar ). Hal ini tidak begitu
bermasalah bahkan sedikit menguntungkan investor dimana investor akan dapat
mendapat |ahan yang lebih luas.

Perbedaan yang sedikit jelas adalah dalam masalah jangka waktu. Karena
di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
Batubara tahap yang harus dilaui hanyalah 2 kali tahap yaitu eksploitasi dan
operasi produksi sgja makapemberian jangka waktu ini ditetapkan berdasarkan
dua tahap ini sgja. Berbeda dengan yang diatur sebelumnya dimana jangka waktu
diberikan atas lima tahap. Jangka waktu IUP eksplorasi ini dihitung sudah
termasuk juga dengan jangka waktu penyelidikan umumnya juga, dan jangka
waktu IUP operasi produksi yang diberikan sudah termasuk jangka waktu untuk
Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian Pengangkutan, dan Penjualan. Bila
dikalkulasikan maka jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara akan lebih singkat
dibandingkan Undang-undang 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan
Pokok Pertambangan. M aka para pengusaha tambang harus bergerak cepat dalam
melakukan usaha pertambangannya. Sehingga timbul istilah di media massa
bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
Batubara menggunakan sistem “keruk cepat jual murah”.

4.2.2 Adanya Sistem Lelang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Batubara

Di dalam bab 3 telah dijelaskan bahwa terdapat sistem |lelang menurut
peraturan yang baru ini dan telah dijelaskan pula prosedur pelelangan itu terjadi.
Sistem lelang ini juga lah yang tidak begitu menarik bagi investor dikarenakan
masih tidak ada kepastian bahwa investor akan mendapat izin untuk menambang
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atau tidak meskipun investor tersebut telah mengeluarkan sgumlah biaya untuk
mempersiagpkan data-data kelengkapan, persyaratan-persyaratan ( termasuk
persyaratan pendirian badan hukum bagi investor ) untuk dibawa ke lelang
tersebut, dan bagaimana nasib investor tersebut apabila tidak memenagi lelang
tersebut padahal dirinya telah mengeluarkan segjumlah biaya yang tadi telah
disebutkan. Sistem lelang tersebut juga dikhawatirkan oleh para investor dimana
akan memakan proses dan waktu yang lebih lama dan ditakutkan adanya
permainan oleh pemerintah dalam pemberian lelang tersebut. Karena jelas proses
lelang ini sangatlah berpotensi untuk adanya permainan-permainan yang terjadi
dibelakangnya. Namun kekhawatiran ini telah diantisipasi di dalam ketentuan
pidana dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Batubara ini yang menyebutkan adanya pidana yang juga
diterapkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan apabila memberi 1zin
tersebut diluar dari ketentuan. Pasal pidanaini lah yang menjadi kepastian hukum
bagi para investor dalam pemberian lelang. Ketentuan ini adalah tergolong baru
dan tidak ada dalam peraturan pertambangan batubara yang lama dimana tidak

ada sanks pidana bagi pihak pemerintah yang menyelewengkan kewenangannya.

4.3 ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAK DAN KEWAJIBAN
Dalam bab 3, penulis telah menggolongkan kewajiban-kewajiban
pemegang izin usaha pertambangan dari sudut kewajiban seputar kegiatan usaha
dan kewajiban mengenai lingkungan. Mengenai kewajiban seputar kegiatan usaha
terdapat kewagjiban-kewajiban baru yang dirasa memberatkan parainvestor yaitu :
1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengelolahan
dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. ( Jadi pemegang IUP dan
IUPK wajib membangun smelter atau tempat pengolahan dan pemurnian hasil
penambangan ). Hal ini memberatkan karena investor harus mengeluarkan
biaya lebih untuk membangun smelter tersebut. Atau sebenarnya kewajiban
ini adalah untuk membuka peluang usaha baru dalam dunia pertambangan di
Indopnesia, yaitu untuk membuka usaha kegiatan pengolahan dan pemurnian
tersebut, sehingga apabila terdapat pengusaha-pengusaha pertambangan kecil
yang tidak memilik biaya untuk membenagun smelter sendiri maka dapat
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mengolah dan memurnikannya di tempat lain asalkan tetap berada di dalam

negeri.

. Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan
lokal dan/atau nasional. Apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan
tersebut maka pemegang IUP atau lUPK dapat menggunakan perusahaan jasa
pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia Ha ini dirasa
memberatkan karena pada kenyataannya perusahaan jasa pertambangan lokal
tidaklah tersedia cukup banyak atau tidak sebanding dengan banyaknya
jumlah pertambangan yang ada di Indonesia. Pada waktu dulu perusahaan jasa
pertambangan yang ada kebanyakan adalah milik asing yang berusaha di
Indonesia, dengan keluarnya kewgjiban ini maka perusshaan jasa
pertambangan asing tersebut harus berubah bentuk menjadi badan hukum
menurut hukum Indonesia. Tentu sgja hal in ini akam memakan biaya dan
waktu yang lebih lama. Akan tetapi hal ini sebetulnya baik bagi perusahaan-
perusahaan jasa pertambangan lokal dimana mereka dituntut untuk menaikkan
kualitasnya agar tidek kalah sain denhan perusahaan jasa pertambangan asing
yang ada di Indonesia dan dengan kewagjiban ini pula dituntut untuk
bertambanh banyaknya jumlah perusahaan jasa pertambangan yang ada
sehingga dapat meningkatkan kuaitas SDM kita dan mengurangi jumlah
tingkat pengangguran di Indonesia.

Mengenai jumlah iuran yang harus dikeluarkan maka iuran yang

harus dikeluarkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Minera Batubara terasa banyak, dan lebih banyak dibandingak

menurut Kuasa pertambangan dan PKP2B. Pemegang IUPK Operasi Produksi

untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 4% kepada

Pemerintah dan 6 % kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih dari sgak

berproduksi, iuran ini dapat disebut royality karena diambil dari keuntungan

bersih. Selain royalti, UU Minerba yang baru juga mewajibkan perusahaan
tambang yang telah memiliki lzin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK,
membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah lainnya (Pasal 128).

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pgjak dan penerimaan negara bukan
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paak. Penerimaan pajak berupa pajak-pgak yang menjadi kewenangan
pemerintah sesuai Undang-Undang di bidang perpagjakan, dan bea masuk dan
cukai. Lalu penerimaan negara bukan pgak adalah iuran tetap, iuran eksplorasi,
iuran produksi, kompensasi data informasi. Sedangkan pendapatan daerah berupa
pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah. Sedangkan di dalam
peraturan yang lama yaitu di dalam PKP2B selain iuran iuran yang sama harus
dibayarkan, tetapi royality yang harus dibayarkan mesipun sebesar 13,5 % atas
harga pada saat berada di atas kapal (Free on Board) atau pada harga setempat (at
salepoint) merupakan bagian pemerintah, digunakan juga untuk pembiayaan
pengembangan batubara, inventarisasi sumber daya batubara, biaya pengawasan
pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan, dan pembayaran
iuran eksploras dan iuran eksploitasi, serta Pgjak Petambahan Nilal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Batubara terdapat beberapa kewajiban baru mengenai lingkungan. Hal ini
imunculkan karena maraknya aksi-aksi dari aktivis lingkungan hidup yang
menilai bahwa kegiatan pertambangan terutama kegiatan pasca tambang memiliki
dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal itu memang benar dan secara tegas oleh
pembuat undang-undang maka dimasukkannya lah kewajiban mengenai

lingkungan ini yaitu :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, dengan cara®:
a) Melaksanakan ketentuan dan kesehatan kerja pertambangan

b) Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan

¢) Meaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan,

termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang

d) Melaksanakan upayakonservasi sumberdaya mineral dan batubara

# Indonesial, opcit, Pasal 96
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€) Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar

baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media ligkungan
2. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan®

3. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah™

4. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung
sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.®?

Dengan adanya kewajiban ini maka pengusaha tambang mau tidak mau
mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang
demi kelangsungan kehidupan lingkungan di sekitar, dan hal ini hal yang sangat
baik dan menguntungkan bagi negarakita.

4.4 ANALISISLAINNYA
4.4.1 Analisis mengenai ketentuan Peralihan

Dalam andisa lainnya ini maka akan terdapat sedikit analisa lain yang
tidak tergolong di dalam tiga subbab terdahulu. Seperti yang telah dituliskan di
awa Bab ini adalah terdapat permasalahan di dalam ketentuan peralihan, yaitu di
dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Batubara. Dimana Ketentuan dalam ayat (a) memuat bahwa Kontrak
Karya dan PKP2B yang tetap dihormati sampai dengan habis masa berlakunya.
Ha ini penting karena pemerintah tidak dapat secara sewenag-wenang
menghentikan kontrak yang ada. Dikarenakan pemerintah adalah pihak yang juga
ikut berkontrak dalam perjanjian tersebut, dan apabila pemerintah tetap mencabut
kontrak-kontrak yang ada maka pemerintah dapat dinilai telah melanggar prinsip
Pacta Sunt Servanda (perjanjian itu mengikat para pihak yang menyepakatinya).

% Indonesial, opcit, Pasal 95 huruf €
! Indonesial, opcit, Pasal 97

2 |ndonesial, opcit, Pasal 98
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Namun ketentuan dalam ayat (@) kontradiktif dengan ketentuan yang
dimuat dalam ayat (b) karena disini disebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) dan
PKP2B yang sudah berlaku harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan jangka waktu
selambat-lambatnya 1 tahun sgjak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini
menjadi tanda tanya yang besar. Karena disebutkan sebelumnya pemerintah akan
menghormati dan tidak akan mengganggu-gugat kontrak yang telah ada, tetapi
dalam waktu satu tahun pemerintah seperti memaksa untuk kontrak yang ada
menyesuaikan diri dengan sistem yang baru.

Satu-satunya jalan keluar untuk menghadapi permasalahan yang
kontradiktif ini adalah rengosias atau negosiasi ulang antara pemerintah dengan
pihak-pihak lainnya pemegang kontrak karya dan PKP2B untuk menyesuaikan
kontrak tersebut secara bersama-sama sesual dengan aturan yang baru, dan
perubahan dengan kesepakatan bersama pula ( tidak dapat dipaksakan oleh satu
pihak saja dalam hal ini pemerintah, dan disesuaikan oleh pihak lainnya secara
sendiri, dalam hal ini kontraktor asing.

4.4.2 Analisis Dari Segi Investas Asing

Dari segi investass maka secara jelas bahwa Undang-undang 11 Tahun
1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan menerapkan sistem
investasi asing ke dalam dunia pertambangan batubara dengan dua cara yaitu
dengan cara sebuah Perjanjian Karya, dimana di dalam pertambangan batubara
perjanjian karya tersebut berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara. Undang-undang investas yang digunakan adalah Undang-Undang 1
Tahun 1967 Tentang Penanaman Moda Asing. Sedangkan menurut Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara tidak
secara tegas mekanisme yang ditempuh bagi investor asing untuk investas ke
dalam pertambangan batubara. Maka aturan yang digunakan adalah Peraturan
Perundangundangan mengenai penanaman moda yang berlaku saat Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batubara ini
diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal. Sehingga bagi para investor asing yang ingin berkecimpung di dunia
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pertambangan batubara Indonesia harus memahami dahulu pola dan persyaratan
penanaman modal menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berangkat dari pokok permasalahan dilanjutkan dengan penjabaran teori

dan berdasarkan analisis hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan:

1. Penergpan prinsip perjanjian dalam sebuah kegiatan pengusahaan
pertambangan batubara terletak pada sistem pertambangan yang dianut oleh
rezim pertambangan yang lama yaitu pertambangan menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan.
Sistem perjanjian ini lahir berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 8
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing yang mengatakan:

(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada
suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau
bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Sistim kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain
dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan
ditentukan oleh Pemerintah.

Jadi sistem perjanjian yang diterapkan di dalam dunia pertambangan menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan adalah untuk memfasilitasi adanya penanaman modal asing ke
dalam duni pertambangan. Penanaman modal asing ke dalam pertambangan
batubara dilakukan dengan sistem Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara yang didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1996 Tentang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Pengusahaan pertambangan batubara yang menggunakan sistem Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ini memaka aspek hukum

keperdataan yaitu perjanjian tertulis atau kontrak yang berbentuk perjanjian
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karya yang tidak diatur di ddam KUHPerdata sehingga perjanjian karya

tersebut bersifat perjanjian innominaat

. Pengaturan pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan adalah sebagai
berikut :

Pengusahaan pertambangan batubara menurut undang-undang ini  dapat
ditempuh melalui 2 macam prosedur hukum atau instrumen hukum, yaitu
melalui Kuasa Pertambangan dan melaui Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara.

Kuasa Pertambangan ini adalah prosedur yang ditempuh bagi
pengusaha atau investor pertambangan dalam negeri. Kuasa Pertambangan ini
tidak menggunakan sistem perjanjian seperti yang digunakan di dalam
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Kuasa Pertambangan
ini didapat dengan mel akukan pengajuan permohonan kepada bupati/walikota,
gubernur, atau menteri sesuai kewenangannya masing-masing ( diuraikan di
dalam bab2 ), dan berdasarkan penggolongan bahan galian yang diatur di
dalam undang-undang ini. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Pokok-pokok Pertambangan ini juga memberikan prosedur hukum atau
instrumen hukum lainnya yang diperuntukkan bagi investor asing yang ingin
melakukan usaha pertambangan batubara di Indonesia. Instrumem hukum ini
adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dimana
PKP2B ini memakai sistem kontrak atau perjanjian di dalamnya. Perjanjian ini
dilakukan antara Pemerintah RI dengan Investor asing guna memberikan
kesempatan bagi investor asing tersebut untuk berusaha di Indonesia dengan
syarat dan ketentuan yang berada di dalam kontrak tersebut. Ketentuan-
ketentuan di dalam kontrak ini diatur di dalam undang-undang, yaitu
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara. Selanjutnya kontrak yang telah ada
akan menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak berdasarkan asas
Pacta Sun Servanda.
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Jadi di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok
Pertambangan ini dibedakan antara investor asing dan investor dalam negeri
untuk melakukan usaha pertambangan dengan memberikan dua macam
instrumen hukum tersebut. Baik Kuasa Pertambangan maupun PKP2B ini
dilaui melalui lima tahap, yaitu penyelidikan umum , eksplorasi, eksploitasi,
pengolahan dan pemurnian , dan pengangkutan dan penjual an.

Di ddam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Batubara instrumen hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui
undang-undang ini hanyalah melalui satu cara yaitu dengan mendapatkan 1zin
Usaha Pertambangan. Dari namanya sgja sudah menunjukkan bahwa 1zin
Usaha Pertambangan ini meenggunakan metode perizinan. Instrumen yang
terdahulu, yaitu Kuasa Pertambangan dan PKP2B, dirubah menjadi satu
instrumen atau sistem sgja yaitu IUP ini. Jadi ha ini mengkonsekuensikan
tidak adanya perbedaan antara investor asing dan investor dalam negeri di
dalam pertambangan batubara. Lalu akan mengakibatkan para pemegang
Kuasa Pertambangan dan PKP2B yang telah ada harus merubanh sistem yang
telah dipegangnya menjadi IUP ini berdasarkan Ketentuan Peralihan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minera Batubara.
Proses perolehan 1zin Usaha Pertambangan ini dilakukan dengan pendaftaran-
pendaftaran permohonan izin tersebut, lalu permohonan izin yang tertampung
( dalam satu wilayah permohonan yang sama ) tersebut akan diseleks dalam
sebuah lelang. Lelang ini adalah poreses yang baru di dalam dunia
pertambangan batubara. Proses lelang ini tidak ada sama sekalidi dalam
Undang-Undang sebelumnya. Yang baru juga di dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah penentuan wilayah pertambangan dilakukan
oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah dan DPR.
Jadi Pemerintah menentukan wilayah atau kavling-kavling mana yang boleh
ditambang, lalu lelang terhadap wilayah tersebut dibuka dan para investor
akan mengajukan permohonan-permohonan izin terhadap wilayah tersebut
yang dimana yang mendapatkan izin tersebut ditentukan di dalam lelang
tersebut.
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3. Perbandingan antara kedua undang-undang tersebut dari sudut pandang
beberapa obyek yang diaturnya, maka dapat diambil beberapa perbandingan
secara garis besar seperti di bawah ini;

Pertama dari sudut pandang bentuk pengusahaan. Dari segi bentuk
pengusahaan ini terjadi perubahan sistem Kuasa Pertambangan dan sistem
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi sitem lzin
Usaha Pertambangan. Perubahan dari Kuasa Pertambangan menjadi 1zin
Usaha Pertambangan ini tidak terlalu menimbulkan banyak perubahan.
Namun yang sangat kontras adalah perubahan sistem Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara menjadi sitem lzin  Usaha
Pertambangan. Karena terjadi pula perubahan konsep perjanjian menjadi
konsgp perizinan. Perubahan ini menimbulkan akibat yang utama yaitu
dimana posisi pemerintah dan perusahaan pertambangan atau investor tidak
lagi seimbang, melainkan dengan sistem izin maka posisi pemerintah menjadi
lebih kuat sehingga posisi pemerintah berada di atas.

Kedua dari sudut pandang prosedur dan persyaratan perubahan yang
terjadi adalah perubahan mengena luas wilayah yang diperbolehkan dan
jangka waktu dalam usaha pertambangan ini. Lalu adanya perubahan yang
kontras di dalam sudut pandang prosedur dan persyaratan ini adalah adanya
sistem lelang atas wilayah yang akan diberikan Izin Usaha Pertambangannya.
Sistem lelang ini tidak dikenal di dalam dunia pertambangan mineral dan
batubara sebelumnya.

Ketiga dari sudut pandang Hak dn Kewajiban. Dalam sudut pandang
hak dan kewgjiban terjadi perbedaan dimana di dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 ini diberikan beberapa kewajiban baru seperti kewajiban
untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian di dalam negeri,
penggunaan jasa pertambangan lokal, dan yang paling jelas perbedaannya
adalah kewajiban seputar lingkungan hidup. Perbedan yang ditemukan adalah
adanya kewagjiban iuaran atau bayaran yang lebih banyak yang wajib dibayar
oleh perusahaan tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraini.
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5.2 Saran
Melihat perubahan yang sangat radikal dan kontras yang terjadi pada dunia

pertambangan batubara ini penulis memiliki beberapa saran yang diambil

berdasarkan riset dan analisanya.

1. Penulis melihat adanya perubahan yang sangat kontras, radikal, dan berani
yang diambil oleh pemerintah bersama DPR dimana menghilangkan sistem
kontrak dan pemberian kuasa pertambangan dan menggantinya menjadi satu
sistem yaitu 1zin Usaha Pertambangan. Perubahan ini tentu akan mengagetkan
baik para investor dalam negeri maupun investor asing. Maka dengan
perubahan ini diharapkan pemerintah dapat sangat memfasilitasi para investor
dalam merubah sistem yang sudah dipegangnya ( baik KP maupun PKP2B )
menjadi sistem perizinan sesuai dengan ketentuan peralihan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 ini. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan
kebingungan dalam bagaiman cara merubah sistem yang telah dipegangnya
Fasilitas ini dapat diberikan dengan penerbitan peraturan pelaksana bagi
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini. Sdidalam peraturan pelaksana
tersebut diharapkan dapat memberikan guidelines yang jelas bagi pengusaha
pertambangan dalam menyikapi terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 ini. Fasilitas lainnnya seperti ketersediaan informasi yang jelas, merata,

dan terus-menerus selama masatransisi ini.

2. Dengan sistem perizinan dan lelang yang baru diterapkan ini dikhawatirkan
akan lebih memakan waktu dan birokrasi yang lama di pemerintahan dan
sangat dimungkinkannya permainan-permainan di dalamnya. Oleh karena itu
pemerintah dan didukung seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat
menciptakan suasana atau iklim investas yang kondusif. Pemerintah
diharapkan profesionalitasnya di dalam penerbitan IUP dan pelaksanaan
lelang ini, dengan menguatkan mental dan iman agar tidak tergoda oleh suap-
suap dan korupsi yang sangat mungkin terjadi dengan sistem yang baru ini.
Masyarakat juga disarankan untur turut serta menciptakan iklim investasi yang
kondusif ini dengan jalan mendukung kebijakan yang telah di ambil
pemerintah. Karena kebijakan ini telah lahir dan sedikit kemungkinan untuk
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merubahnya kembali. Sehingga apabila kebijakan ini mendapat dukungan dari
masyarakat maka kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.

. Penulis juga menyarankan segala kekurangan yang ada di dalam sistem ini
yang diserukan di dalam media massa, setidaknya mendapat perhatian karena
seruan tersebut dianggap sgja sebagai kritik yang membangun terhadap sistem
yang baru ini. Dengan kritikan tersebut mendapat perhatian maka tidak
menutup kemungkinan kekurangan-kekurangan yang memang ada akan
terkoreksi.

. Penulis memberikan saran kepada dunia peradilan Indonesia khususnya
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang dengan keluarnya sistem baru
menggunakan perizinan ini makan perannya akan sangat dibutuhkan apabila
terjadi sengketa. Peradilan Tata Usaha Negara setidaknya belgjar |ebih lanjut
tentang hukum pertambangan. Karena pertambangan ini akan menjadi sesuatu
yang baru baginya. Sehingga kualitas fasilitas penyelesaian sengketa 1zin
Usaha Pertambangan menurut Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini akan baik.

Tentu sgja hal ini akan menambah baik iklim investas di Indonesia.

. Penulis juga memberikan saran kepada dunia pendidikan di Indonesia
khususnya pendidikan hukum dimana masih kurangnya pemahaman tentang
hukum pertambangan ini. Hal ini sangat kontras dengan status negara
Indonesia yang terkenal memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang yang
melimpah tetapi pendidikan mengenai hukum tambangnya masih sangat
kurang. Beberapa ahli hukum pertambangan yang telah ada mendapatkan ilmu
hukum pertambangannya dari pendidikan luar negeri. Oleh karena itu
diharapkan adanya mata kuliah baru bernama hukum pertambangan di
Universitas-Universitas di Indonesia agar pemahaman hukum pertambangan
ini bertambah dan meluas seimbang dengan banyaknya kekayaan alam yang

dimiliki Indonesia.
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